PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

LEMBAR KONTROL KELENGKAPARN DOKUMEN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.REG.SPM
NO SP2D

—— e e —r

TGL.SP2D

OPD . Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah URTORP—
Kegiatan © Pemeliharoan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran Rp  40.000.000 D

Jml Yang Diminta Rp 36.045.140 TR
Jenis 5P2ZD L5-BJ

Nama Penerima

GV SEMANGAT JAYA
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PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SEKRETARIAT DAERAH LS B)
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring =
Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah
TANIUNGPINANG

Jenis 5PP

Nomor Dokumen

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN
PENGAJUAN SPM

: 1.00/02.0/000639/15/4.01_0.00.0.00, 2 2. 0000,/P4,/7 /2075

Sub Kegiatan

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung ¥antor dan Bangunan Lainnya

Bira - Biro Permerintahan dan Otanami Daeah

Diverifikasi aleh

Tanggal diterima

1. 5PP LS = 50 Juta didukung dokumen :

1. 5PP L5 = 50 Juta didukung dokumen :

Mota Dinas Pergajuan (Ace PA)
SPTIM.SPP

Lembar Kontrol

ora

Salinan 5PD

3PP {Surat Pengantar, Ringkasan, Rincian]
Berita Acara asll f Cap Basah

- Ewiltansi Bermateral

- BA Selesal Pekerjaan

l——

Mata Dinas Pengajuan (Ao PA)
SPT.IM-5PP

Lembar Kentrol

DP A

Salinan 5PD

5PP (Surat Pengantar, Ringlazan, Rincian|
Berita Acara Asll / Cap Basah :

- Kwitansi Bermaterai

- B& Serah Terima

- BA Serah Terima - Involce
= Inwaice Dekumentasi
- BA Pembayaran SPISPME
- 5PTIB Dokumen 5PE
- Resume Konlrak Folo Copy Rekening Koran Rekanan
Dokumentasi Foto Copy NPWP Rekanan
SPYEPME
Dokumien SPE/Surat Perdanjian/Sural Pesanan (E-Catalog)
Fote Copy Rekening Koran Rekanan
Fota Copy NFWP Rekanan
Jaminan Pelaksanaan (Iika diperiukan]
Jaminan pemeliharaan (Jika dipariukan)
atatan; Catatan: ]

Paral ;

o= ———

Disetujui Oleh : PPK Biro Pemerintahan dan Otonon
Daerah Setda Prov. Kepri

Tanggal
VP Ky

MOWIA, 5.7
MIF. 18821112 200803 2 D05




FEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAL

Biro Pemerintahan dan Otenomi Dasrah

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPM-I_S
Nomor; 21,ﬂﬂW3.WﬂﬂﬂﬁT1FEPTJHrSPM-LSM.IJT.D.DD.D.UH,EE.M!FJFTIIHEE

Sehubungan dengan Surat Parintah Membayar Langsung [SPM-LS) nomaor 21.00V03. V00087 1/L5/4.01.0,00.0.00,22. 0000/
P4r7/2025 tanggal 28 Juli 2025 ¥ang saya ajukan sebezar Rp36.046.140,00 (larbilang Tiga puluh anam juta empat puluh enam

ribu seratus empat pulub rupiah) untuk keperiuan Bire Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan ini
menyalakan dengan sebenarnya bahws:

1. Jumiah Langsung (L.S) terzebut di alas akan dipergunakan untuk keperluan belanja kegialan yang akan kami laksanakan sesuai
DPA-SKPD,

2. Bukti-bukli belanja tersebut disimpan di Biro Pemerintahan Dan Olonomi Dasrah sesuai dengan ketentuan yana barlatu untul
keperuan pemeriksaan Internal/Eksternal sabagai Bukti Pertanggungjawaban Keuangan.

Dengan ini, saya manyalakan bertanggung jawab penuh alas seqals pengeluaran yang dibayar lunas sesai dengan
keteniuan peraturan perundangan yang beraku.

Dermikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-LS SKPD kami,

Tanjung Finang, #8 Juli 2025
KLIASA PENGGUNA ANGISARAN




Eiatetn Informasi Peresintalon Unemlh - Pepsisssalann

PEMERINTAH PROVING] KEPULAUAM RIAL
Biro Pemerintahan dan Olonomi Daerah

SURAT PEANYATAAN
VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPP-LS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NOVIA, 5.T
MNP ;19821112 200903 2 D05
Jabatan ¢ PPK UNIT SKPD

Menyalakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan lampiran Surat Permintaan Pembayaran LS nomor
1.00/02.0/000639/15/4.01.0.00.0.00.22.0000/P4/7 /2025 tanggal 28 Juli 2025 lelah lengkap dan sab sesuai
etentuan peraturan perundang-undangan. Jika di kemudian hari pemyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia
ienerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-LS SKPD lcami

Tanjung Pinang, 28 Juli 2005
PPK UNIT SKPD
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KELENGKAPAN DOKUMEN LS
LEMBAR KONTROL BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

1.0okumen Pendukung LS Barang dan Jasa
Salinan DPA / DPPA
Salinan 5PD
SFP
SPM
SPMK / SPK / Surat Pesanan
Ringkasan Konlrak
Berita Acara AslifCap Base -
- Kwilansi Bermateral
- BA Pembayaran
- BA Pemerikzaan
BA Penyerahan Barang / Pekerjaan
- BA Penerimaan Barang/ Pekerjaan
- BA Selesai Pekerjaan
- Faklur / Invioce
Jaminan Uang Muka
Jaminan Pelalisanaan
Jaminan Pemeliharaan
Invoice konsultan

Folocopy SP2D termyin sebelumnya
DokumentasiLaporan Akhir

Monihly Certificate (Laporan 100 5}

Biiling Pajak

Folocopy NPWP

Fotocopy Rekening Koran/Buku Bank

Lembar Kaonlrol OPD

Sural Pernyataan Peranggungjawaban Mullak PAKPA

Lembar Pengesahan Verifikasi kelengkapan Dokumen
Dokumen Lain yang diperukan

Tanjungpinang, 28 Juli 2025
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

[BHhavrg

, NOVIA, 5.7
NIP. 193211 12 200803 2 005
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FEMERINTARN PROVING KEFULALIAN RIAL
SURAT PERINTALI BEmMAA AR
TABME B L&

Tahiny Arggaran: 2075

KUASA BENDAHARA LIMLM DAERAH
FEMERINTAH PROVING KEFLILALAN RIAL
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PROVINGI HEPLILALAN RIAL
SURAT PERAMHTAAN PEMBAYA AN (45F|
HOMOR 21 D01 0N0NSI9ILS M 81,0.00 0 00, 22 DISSPA T 095

% | Nama EXPDO

Fearaiarinl Daerak

2, | Me=s Lt amPD | Bire Femerintahan Den Otonomi Beeias
3. | Kode dan Name Suls Mempninn Tettampi
Hntme ®uwes Penggunm
4, D, Zaeral Aritin
Anpgmemn
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KUITANSI

No 00V /09.0009/BUKTI- s, (B PEMDA/ v /2025

Tahun Anggaran 2025

Kode Rekening
5.1.02.01.01.0001

MengetahuiMenyetujul . Keperluan
Kuasa Pengguna Anggaran,
1 4
--"""'-._.-r--
=k FIN
3/ Tk, | (I
MIP. 19660544 193003 1 013
v
Fejabat Pelaksana Teknis
Kegialan,
Biro
Program
4 Kegialan
KURNIAWAN, S.Sos., M.AP
Fembina (I\Va)
NIP. 19810831 200604 1 013 Sulb Kegialan

Bendahara Pengeiuaran Pembantu
Bira Pemerinlahan dan Olonomi Daerah
Setda Provinsi Kepri

r-‘-g :

SEPTINA, SE.

Penata (lllie)
NIP. 18860806 201503 2 001

Sudah Terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu Bire Pemerintahan dan

Uang Sebanyak . Rp © 36.046.140

. Unluk Pembayaran Belanja Bahan-Bahan dan Konslksi

. Pemerintahan dan Olanomi Daerah Sekretarial Daerah

: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- Pemeliharaan Barang Millk Daerah Penunjang Urusan

: Pemeliharaan/Rehabililasi  Gedung Kantor dan Bangunan

Olonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Tiga Fuluh Enam Juta Empat Puluh Enam Ribu Seralus
Empal Pulith Rupiah

(Spesifikasi: Partisi Inlerior dengan Backdrop Bahan Mulliplek
dan Finishing HPL)

Berdasarkan |

T. Sural Perintah  Kera (SPK) No D01 /0B 000SSPEI
8 PEMDAVINZ02S tanggal 10 Juli 2025

2 Berila Acara Serah Terima Momor 001 8 000RPPE.
B.PEMDA/BASTAINZ025, tanggal 16 Juli 2025

3. Involee Mo: 55 /FKTR /CV.5J /Il F 2025
Tanggal 17 Juli 2025

Provinsi Kepulauan Riau

Pemerinlahan Daesrah

Lainnya

Tanjungpinang,

ilw—=] ' TEMIF
i+ Al 1B 1Be

MICHA
Diraktur

ang / Jasa lersebut diafas dinyataksn sudah diterima dalam keadaan balk sesual dengan spesifitasi yang ditenfukan, dan

giapi dokumen oleh Pejabat yang berwanang.,




KUITANSI

F2N25

No:  /09.0009/BUKTI- ! B. PEMDA/

Tahun Anggaran 2025

Kode Rekening
5.1.02.01.01.0001

Mengetahui/Manyelujui
Kuasa Pengguna Anggaran,

1 (Vi)
7199003 1 013

Fejabat Igél/aksana Teknis
Kegiatan,

KURNIAWAN, 5.50s., M.A.
Pemizina (I\V/a)
WIP. 18810831 200604 1 013

LUang Sebanyak

Keperuan

Biro

Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Bendahara Pengeluaran Pembantu
Bira Pemerinlahan dan Olonomi Dasrah
Selda Provinsi Kepri

'| '
|

r lﬁl 'Il".l|"'
] ~x
§EFTILE,,§E

Fenala (ll/a)
NIP. 18860906 201503 2 001

S

Sudah Terima dan -

Bendahara Fengeluaran Pembantu Biro Pemerintahan dan
Dlonomi Daerah Sekretariat Dasrah Provinsi Kepulauan Riau

. Rp 36.046.140
Tiga Puluh Enam Jula Empat Pulubh Enam Ribu Sersius
Empat Pulith Rupish

- Untuk Pembayaran Belanja Bahan-Bahan dan Konstruksi
(Spesifikasi: Parlisi Interior dengan Backdrop Bahan Muliiplek
dan Finishing HPL)}

Berdazarkan :
09 000aSPK/

1. Sural Perintah  Kera ([SPK} Mo 001

B.PEMDAMNINZO2S tanggal 10 Juli 2025

2. Berila Acara Serah Terima Momar - 001 09 DOOS/PEK.
B.PEMDABASTAINZDZS, tanggal 16 Jull 2025

3, Invoice Mo: 55 [ FKTR /CV.5J 1 VIl 2025
Tanggal 17 Juli 2025

: Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau

: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Lrusan
Famerirlahan Daerah

: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kanlor dan Bangunan
Lainnya

Tanjungpinang,

enarima,

CV. ANGAT JAYA

-

gkapl dokumen oileh Pajabat yang benvenang.

-

ang / Jasa tersebul cdialss dinyalakan sudah diterima dalam keadaan baik sesusi dengan spesifias: yang ditenfulean, dan




=2 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEKRETARIAT DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Pusal Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak
Pulau Dompak Seri Darul Makmur — Tanjungpinang — Kode Pos 29124
Telp. (0771) 4575000 Fax. (0771) 4575050, 4575030, 4575058
Pos-el : biro.pemda@kepriprov.go.id Laman://kepriprov.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN
NOMOR : 001 /09 00S/BAP-B PEMDANII/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal Tujuh Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima,
yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Drs. ZAENAL ARIFIN :PitKepala Biro Pemerintahan dan Otonomi  Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Selaku Kuasa
Pengguna Anggaran.

Selanjuinya disebul PIHAK PERTAMA .

2. MICHA : Direktur CV. SEMANGAT JAYA
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa:

a. Sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor .
001/09.0009/SPK/B.PEMDANII/2025, tanggal 10 Juli 2025, tentang Pekerjaan
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi , Berita Acara Serah Terima
Nomor : 001/09.0009/PPK-B PEMDA/BAST/VIIZ025, tanggal 16 Juli 2025 yang
menyatakan telah Serah Terima Pekerjaan.

b. Berdasarkan yang dimaksud pada point a, maka PIHAK KEDUA lelah berhak
menerima pembayaran oleh PIHAK PERTAMA melalui Bendahara Sekretariat
Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp. 36.046.140.- (liga puluh enam juta
empal puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah) termasuk pajak. Pembayaran
dilakukan melalui Rekening Bank PIHAK KEDUA dengan Nomor Rekening ; 1-
030-800-221 pada Bank brksyariah atas nama CV. SEMANGAT JAYA.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sesungguhnya uniuk dapal
dipergunakan sebagaimana meslinya.

PIHAK PENYEDIA . PIHAK PERTAMA
CV. SENMANGAT JAYA Pejabat Pembual Komitmen
Biro Pemerintahan dan Qlonomi Dagrah
Setda Provinsi Kepulauan Riau

NIP. 19660514 199003 1 013




v ..I'I I'.I .II | '.c I, .'. . ‘I 4 )
JL. MENUR NO. 100 B SUNGAI JANG
TANJUNGPINA_NG - KEF’RI__

—— =

Tanjungpinang, 17 Juli 2025

Koo SSIFKTRICY SJvIZozs Kepada Yih
Lampiran . 1 ( Salu } Berkas KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Hal © Faklyz Biaya BIRD PEMERINTAHAN DAN CTONOM
DAERAH SETDA PROVINS| KEPLILA AN
RiAL
i

Tanjungpinang

Sehubungan dengan lalsh selesainya Fekerjaan Balanja Bahan-Bahan Bangunan dan
Konslruksi pada Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Setda Provinei Kepulauan Riau, maka kami selaly
Penyadia Jasa memahon pembayaran dar pekergan lersabul -

INVOICE
RINGIAN TAGIHAN ;

NAMA PEHERJAAM . Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstnksi

U008 000 S PIIE, PEMDANINZDZS
MOMOR SURAT PESANAN
Tanggal 10 Juli 2025

B I jula = i i
MILAI SURAT PESANAN Rp 36,046, 140,00 (Tiga puluh enam juta empal puluh enarm ribu
serafus ampat puluh rupiah)
Rp 36,046, 140,00 (Tiga puiuh enam juia empal puluh snam ribu

1T
MILAFTAGIHAN seratus empal pulizh rupiah)

WAKTU PELAKSANAN ¢ @7 (Tiga Puluh} Hari knlender, Tanggal 10 Jull 2025 s/d 18 Juli 2025

. Bank Riau Kepr Syariah an. SEMANGAT JAYA CV, Nomoar Rekening

PEMBAYARAN 1030R00221

KETERANGAN :

NILAI TAGIHAN Rp 36 046, 140,00
PPN 11% - Rp 3.572.140,00
PPh 2% ' Rp (489 480,00
JUMLAH DI TERIMA, Rp 31 524 520 00

Terbilang:  Tiga Puluh Saty Juis Delapan Ratus Dua Pulul Empat Juls Liffs Ratus Dus Puluh Rupiah

R N
& ANGAT Jaya
MICHA,

Direkiur




§ CU

JL. MENUR NO. 100 B SUNGAI JANG

TANJUNGPINANG - KEPRI

LAMPIRAN INVOICE

Mormor ; SHFKTR/CY. SINVIII2025 Kepada ¥tk -
Tanggal D17 Juli 2025 Kussa Pengguna Anggaran
Biro Pemerintahan Dan Olonomi
Daerah Selda Provinsi Kepulauan Riau
:N_D Jenis Barang " Volume Harga Satuan Jumiah Harga [
1 :;Iri Pemasangan Trealtmen: dinding Fin 29 e Rp 1.350.000.00 | Ry 1815 000.00
2 |Pek. Pemasangan Parlisi Gypsum 40 W2 Rp 25000000 | Rp  4.000.000.00
3 |Pek. Pengecatan Partisi Gypsum o3 M Rp £2.000,00 | Rp 5 059 000,00
4 |Pek. Pembuatan Pintu Fin, HPL 2 LInil Rp 3.50000000 | Rp 7.000.000,00
5 :iigfjmbuman Angin-Angin Uk. P.250CM x 4 Uriit Rp 1.700.000,00 | Ry 1 700.000,00

Jurnlah

PPN 11%

——

Rp  32.474.000,00

— =

Rp 3 572140,00

Tatal Jumlah

Rp  36.048 140,00

Terbilang

R

Tiga pulut enam Jula Empal Puluh Enam b aermatus Empal Puluh Hu,_rl.ian

CVSEMANGAT Java

MICHA
Diraktur

—_—a



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEKRETARIAT DAERAH

Fusat Femerintahan Provinsi Kepulavan Riav Bandar Seri Kota Miring
Pusat Perkanteran Sultan Mahmud Risvat Syah-Gedung Celinl
Pulau Dompak Seri Darul Makmur-Tanjungpinang
Kode Poz 29124 Telp (07717 4575000 Fax (OT71) 4575050
Ios-el:biro.pemda@kepriprov.go.id Laman https:/fkepriprov.go.id

SURAT PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA
NOMOR : 001/09.009/SPTJB/B.PEMDA/APBD/VIIZ025

1. Nama Satuan Kerja ' Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kepulauan Riau
2. Kode Organisasi : 4.01.0.00.0.00.22.0000

3. Nomor DPPA SKPD - DPPA/A 2/4.01.0.00.0.00.22 0000/001/2025

4. Kode Rekening : 5.1.02.01.01.0001

Yang bertanda tangan dibawah ini Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Biro Pemerintahan
dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024
menyatakan bahwa bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayar oleh
Bendahara kepada yang menerima dengan perincian sebagai berikut :

NO | KODE REKENING | PENERIMA URAIAN - | BUKTI JUMLAH

1. | 5.1.02.01.01.0001 |CV. Belanja Bahan-Bahan iR 3604840
SEMANGAT Bangunan dan Konstruksi

Kegiatan  Pemeliharaan
Barang  Milk  Daerah |
Penunjang Urusan -
| Pemerintah Daerah
dengan Sub-Kegiatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya sesuai
dengan Surat Perintah
Kerja (SPK) Narmar
:001/09.0009/SPK/B PEM
DANIN2025 Tanggal 10
Juli 2025 dan Berita Acara
Pembayaran Nomaor:
001/09.0009/BAP-

B.PEMDAMNII/2025

|' Tanggal : 10 Juli 2025

Jumlah (harga sudah termasuk PPN 11%) Rp. 36.046.140 -

JAYA

‘erbilang: tiga puluh enam Jula empat puluh enam ribu seratus empat pulul rupiah




Bukti-bukti belanja tersebut diatas disimpan sesuai dengan keientuan yang beriaku pada
Satuan Kerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kepulauan Riau untuk
kelengkapan administrasi dan keperluan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan semestinya.

Tanjungpinang, 16 Juli 2025

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SETDA PROVINSI KEPULAUAN RIAL




Lampiran : Lampiran Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja
Nomor : 001/09.0009/SPTJB/B.PEMDA/APBDMIII2025
Tanggal . 16 Juli 2025
Lokasi : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kepri
Tahun Anggaran : 2025 -
NO | NAMA BARANG | KOEFISIEN | SATUAN TR JUMLAH HARGA |
NEGOSIASI e
Pekerjaan
1. |Pemasangan 2,90 M?* | Rp. 1.350.000,00,- | Rp. 3.915.000,00 -
Treatment Dinding
Finishing HPL
Pekerjaan .
5 | Pemasangan Partisi 40,00 M? Rp. 350.000,00- | Rp. 14.000.000,00 -
| Gypsum . v -
Pekerjaan
3. | Pengecatan Partisi 23,00 M2 Rp. 63.000,00- | Rp.5.859.000,00.-
Gypsum
Pekerjaan )
4. | Pembuatan  Pintu 2,00 unit  |Rp.  3.500.000.- | Rp.7.000.000,00.-
Fin, HPL B
2. | Pekerjaan
Pembuatan Angin- 1.00 unit
x T.50 em
PPN 11% Rp. 3.572.140,00 -
TOTAL n Rp. 26.046.140,00 - |
PEMBULATAN Rp. 36.046.140,00,-

Terbilang : figa puluh enam juta empat puluh enam n'bL.r seraius empal

Tanjungpinang, 16 Juli 2025

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEM
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOM| DAERAH
SETDA PROVINSI KEPULAUAN RIAL

/)

puluh rupiah.



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEKRETARIAT DAERAH

Pusar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Pusat Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah — Gedung Daeng Celak
Pulau Dompak Seri Darul Makmur- Tanjungpinang — Kode Pos 29124
Telp. (0771) 4575000 Fax. (0771) 4575050

1. Nomor DPA

2. Kode kegiatan

3. Pekerjaan

4.  Nomor dan Tanggal 5PK

5. Nama Penandatanganan

6. NPWP Perusahaan

7. Nama penyedia barang/ jasa

8. Alamat penyedia baran g/ jasa

9. Nilai Pesanan

10. Rekening perusahaan

10. Cara pembayaran
1L, Jangka waktu pelaksanaan
2. Tanggal penyclesajan pekerjaan

13. Ketentuan sanksj

Pos-¢l : hiro.pemda

kepriprov.go.id Laman {/ikepriprov.go.id

RINGIKASAN KONTRAK

DPPA/A.2/4.01.0.00.0.00.22.0000/001/2025

4.01.01.1.09

Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstrulksi

ool .-’II'JEJ.ﬂﬂﬂE“fSPK;"H.T"EMD.-‘\-"V!UEGZE, tanggal 10 Tulj 2025
MICHA

02.483.034.1-214.000

CV. SEMANGAT JAYA

J1. Menur No. 100 B, Desa/Kelurahan Sei. Jang, Kec. Bukit Bestari

Kota Tanjungpinang

Rp. 36.046.140,- (Tiga Puluh Fnam Juta Empat Puluh Enam Ribhu
Seratus Empat Puluh Rupiah)

1.030.800.221 pada brksyariah
alas nama CV. SEMANGAT JAYA.

Pembayaran Langsung dilakukan setelah 100% barang diterima.
: TMT 10 Juli 2025 s/d 16 Juli 2025
16 Juli 2025

denda 1/1000 dari nilai kontrak setiap hari keterlambatan
pekerjaan

Tanjungpinang, 16 Juli 2025

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SETDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TAHUN ANGGARAN 2025




Lampiran : Ringkasan Kontrak

Pekerjaan : Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi,
| Tidak
No. Uraian Pekerjaan Koefisien Satuan Baik Baik
1. | Pekerjaan Fﬂma.;:angan Treatment 290 M2 J
Dinding Finishing HPL
2. | Pekerjaan Pemasangan Partisi Gypsum 40,00 M? J
3. | Pekerjaan Pengecatan Partisi Gypsum 93,00 - M? ]
4. Pekerjaan Pembuatan Pintu Fin. HPL 2,00 it N
5. | Pekerjaan Pembuatan Angin-Angin Uk. 1.00 unit \
P.250 cm x T.50 cm

Tanjungpinang, 17 Juli 2025

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DA ERAH
SETDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TAHUN ANGGARAN 2025

-

Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19660514 199003 1 013




PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEKRETARIAT DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak
Pulau Dompak Seri Darul Makmur Tanjungpinang-Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575000 Faksimile (0771) 4575050

T’us-c[:hiro.pc:nda@kcpriprov.gn:r.'rd Laman:https//kepriprov.go.id

l PEKERJAAN BERITA ACARA |
[ - ____ PERNYATAAN SELESAI PEKERJAAN |
BELANJA BAHAN-BAHAN | TANGGAL : 16 Juli 2025
BANGUNAN DAN KONSTRUKSI | NOMOR - 001/09.0009BAPSP-B. PEMDAMI/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal Enam Belas bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima,
Kami yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa -

Pekerjaan ' - Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi

Berdasarkan . Sural Perintah Kerja (SPK) Nomor
001/09.0009/SPK/B.PEMDANII/2025, Tanggal 10 Juli 2025 dan
Berita Acara Serah Terima Nomor 001/09.0009/PPK-
B.PEMDA/BAST/\VI/2025 Tanggal 16 Juli 2025,

Nilai Pesanan :  Rp. 36.046.140.- (tiga puluh enam juta empat puluh enam ribu
seratus empat puluh rupiah)
Penyedia CV. SEMANGAT JAYA

Dengan ini menerangkan
1. Telah mengadakan penelitian atas penyelesaian seluruh pekerjaan.

2. Berpendapat bahwa seluruh pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam
Surat Pesanan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tersebut diatas
telah diselesaikan dengan baik sesuai ketentuan yang tercantum dalam Surat
Pesanan dan telah dilakukan Penyerahan Pekerjaan oleh Penyedia,

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam untuk dapat dipergunakan sebagaimana

mestinya.
PIHAK PERTAMA
PIHAKIPENYEDIA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
CV. SEMANGAT JAYA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

_SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAL

MIC
Direktur




Lampiran

: Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan

P250cmx T.50 em

Nomaor - 001/09.0009/BAPSP-B.PEMDANII/2025
Tanggal . 16 Juli 2025
[ | | TIDAK ]
NO URAIAN PEKERJAAN KOEFISIEN | SATUAN | BAIK BAIK
4 Pekerjaan Pemasangan Treatment 2,90 M2 v
| Dinding Finishing HPL
2. | Pekerjaan Pemasangan Partisi Gypsum 40,00 W X
3. | Pekerjaan Pengecatan Partisi Gypsum 93,00 M2 v
4, | Pekerjaan Pembuatan Pintu Fin. HEL 2,00 unit y
5. | Pekerjaan Pembuatan Angin-Angin Uk | - 1 ,00 unit \

PIHAK PERTAMA

PIHAKPENYEDIA

MICHA
Direktur NIP. 196605 ¥4 199003 1 013

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAL

)
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PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEKRETARIAT DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulavan Riau Bandar Seri Kota Piring
Pusat Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak
-l Pulau Dompak Seri Darul Makmur — Tanjungpinang — Kode Pos 29124
R Telp. (0771) 4575000 Fax. (0771) 4575050, 4575030, 4575058
Pos-el : biro.pemda@kepriprov.go.id Laman https://kepriprov.go.ad

BERITA ACARA SERAH TERIMA
NOMOR : 001/09.0009/PPK-B.PEMDA/BAST/VII/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Enam Belas bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh
Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa -

Nama . Drs. ZAENAL ARIFIN 3
Jabatan - Pejabat Pembuat Komitmen Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Setda Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025,

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 2/KPTS-
1.4/1/2025 tanggal 2 Januari 2025. selaky Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan
Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 telah melakukan
serah terima pekerjaan Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi dengan teliti
sebagaimana terlampir yang diserahkan oleh Penyedia CV. SEMANGAT JAYA,
berdasarkan Surat Perintah Kerja MNomor 001/09.0009/SPK/B PEMDAMNII2025
tanggal 10 Juli 2025 dengan kesimpulan sebagai berikut:

Terdapat baik sesuai Surat Perintah Kerja (SPK)

Barang yang terdapat baik selanjutnya akan diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat
Pembuat Komitmen Biro Pemerintahan dan Olonomi Daerah Sekretarial Daerah
Provinsi Kepulauan Riau

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN .
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

1 {IV/b)
514 199003 1 013

Direktur




Lampiran : Berita Acara Serah Terima

Nomor : 001/09.0009/PPK-B.PEMDA/BAST/VIIIZ025
Tanggal . 16 Juli 2025

| TIDAK
NO URAIAN PEKERJAAN KOEFISIEN | SATUAN | BAIK BAIK
1. | Pekerjaan Pemasangan Treatment 2,90 M? v

Dinding Finishing HPL

2. | Pekerjaan Pemasangan Partisi Gypsum 40,00 M v
3. | Pekerjaan Pengecatan Partisi Gypsum 93,00 M2 yl
4. | Pekerjaan Pembuatan Pintu Fin. HPL 2,00 unit +

5. | Pekerjaan Pembuatan Angin-Angin Uk, 1,00 unit y
| P.250em x T.50 cm |

PIHAK PERTAMA
CV. SEMANGAT JAYA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SELAKY PENYEDIA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU,




PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEKRETARIAT DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulavan Riau Bandar Seri Kota Piring
Pusat Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak
I'ulau Dompak Seri Darul Makmur - Tanjungpinang - Kode Pos 20124
Telp. (0771) 4575000 Fax. (0771) 4575050, 4575030, 4575058
Pos-el : biro.pemda@kepriprov.go.id Laman:https//kepriprov.go.id

BERITA ACARA PENERIMA BARANG
NOMOR : 001/09.0009/BA-PB/B.PEMDA/VII/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Enam Belas bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh
Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa

Nama : SRI'WAHYUNI MARPAUNG, SE
Jabatan : Pengurus Barang Pembantu Biro Pemerintahan dan Otoriomi Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 34 tanggal
2 Januari 2025, tentang Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna Barang/Kuasa
Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Pengguna
Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025, telah
menerima barang yang diserahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Biro
Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun Anggaran 2025, untuk Sub-Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor
dan Bangunan Lainnya sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor : 001/09.0009/PPK-
B.PEMDA /BAST/VINf2025 tanggal 16 Juli 2025 sebagaimana daftar terlampir.

Terdapat baik sesuai Surat Pesanan
Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 7 (tujuh) untuk dipergunalkan

sebagaimana mestinya,

Tanjungpinang, 16 Juli 2025
Yang menerima

Pejabat Pembuat Komitmen, Pengurus Barang Pembantu
Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Biro Pemerintahan Dan Olonomi Daerah
Selda Provinsi Kepulauan Riau . Selda Provinsi Kepulauan Riau

SRI WAHYUNI MARPAUNG, SE
Penata Tk. | {lll/d)
NIF.19810527 200604 2 012




Lampiran . Berita Acara Penerima Barang

Nomaor : 001/09.0009/BA-PB/B.PEMDANII2025
Tanggal 2 16 Juli 2025
Lokasi . Biro Pemerintahan dan Olonomi Daerah Setda Provinsi Kepri

Tahun Anggaran ; 2025.

N : AK
.o | URAIAN PEKERJAAN KOERISIEN | SATUAN | RAIK s
: |
1. | Pekerjaan Pemasangan Treatment 290 Mz | J
Dinding Finishing HPL
2. | Pekerjaan Pemasangan Partisi Gypsum 40.00 ME |
3. | Pekerjaan Pengecatan Partisi Gypsum 93,00 M2 \
. . i
4. | Pekerjaan Pembuatan Pintu Fin. HPL 2,00 unit V
5. | Pekerjaan Pembuatan Angin-Angin Uk. 1,00 unit +
I P.250 cm x T.50 cm
Pejabat Pembuat Komitmen, Pengurus Barang Pembantu
Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah . Biro Femerintahan Dan QOlonomi Daerah
Setda Provinsi Kepulauan Riau Selda Provinsi Kepulauan Riau

S,

—_—

SRI WAHYUNI MARPAUNG, SE
. Penata Tk. | {lll/d)
NIP. 19560514 199003 1 013 NIP.19810527 200604 2 012




Faktur Pajak

Nama: SEMANGAT JAYA
Alamat: JL MENUR B NO.100, KOTA TANJUNG
FINANG #002483034 1214000000000

Kode dan Nomor Seri Faidur Pajak: 020025002178816820 '

Fangusaha Kena Pajak:

Nama : SEMANGAT JAYA

Alamal : JL MENUR B NO.100, RT 004, RW 008, TANJUNG PINANG TIMUR, BUKIT BESTARI, KOTA TANJUNG
FINANG, KEPULALAM RI&U 29122 ¥

NEWP : DO2483034 1214000

Pembeii Barang Kana Pajak/Penerima Jasa Kena Pajale,

Nama : BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROWVINSI KEPULALIAN RIALI
Alamat | PUSAT PEMERINTAHAN PROV KEPRI ISTANA KOTA PIRING , RT 000, RVW 000, DOMPAK, BUKIT
BESTARI, KOTA TAMJUNG PINANG, KEPULALIAN RIAL 28124 HOSEITEOD12 14000000000

NPWP | 0DG3780911214000

NIk ; -
Momor Paspor - -
Identitas Lain : -
Email: keupemda@gmail. com
Kode Harga Jual / Panggantian ¢
Ma, Barang/ Nazma Barang Kena Pajak / Jaga Kena Fajak Uang Muks f Tarmin
Jasa (Rpl
Jase Konstruksi Umum Uniuk Bangunarn )
Rp 32.474.000,00 x 1,00 Kegiatan -
L 10160 Fotongan Harga = Rp 0,00 3 RLATGIERT N
FPnBM (0,00%) = Rp 0,00
Harga Jual / Panggantian ¢ Uang Muka / Termin 3247400000
Dikurangi Petongan Hargs ' X

Dikurangi Uang Muka yang telah diterima

Dasar Pengenaen Pajak 20.TAT 513,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 3.572.140,00
Jumiah PFRBM [Pajak Penjusian atas Barang Mawah) 0,00

Sugusl dengan keteniuan yang berloky, Dirkicrs Jandeiel Prmh mengile babwa Fakiur Pajak ind 1etah dilandatangam
Becarn siekironlk sehingga kink diperlukan ands kangan basah pada Faikiu I'ajak inl

KOTA TANJUNG PINANG, 17 Juli 2025
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NAMA DIREKTUR r MICHA
NIKK DIREKTUR  2172042604820005
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PEKERJAAN

LOKASI
PELAKSANA
TAHUN ANGGARAN

DOKUMENTASI

PARTISI INTERIOR DENGAN BACKDROP BAHAN MULTIPLEK FIN. HPL
KANTOR BIRO PEMERINTAHAN

DOMPAK - KEPULAUAN RIAL

CV. SEMANGAT JAYA

2025

SEBELUM 100% —l

PEMASANGAN TREATMENT DINDING FIN. HPL




100%

PEMASANGAN TREATMENT DIN DING FIN, HPL

PEMBUATAN PINTU FIN. HPL < 2 UNIT

PEMASANGAN PARTIS! GYPSUM

PEMASANGAN PARTISI GYPSUM

PEMBUATAN ANGIN-ANGIN UK. P.250¢m x T.50crm |

PENGECATAN PARTISI GYPSUNM

:
P




PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DOKUMEN PEMILIHAN

PENGADAAN LANGSUNG

Nomor : 01/DOK.PL/PP PAKET 01:B.PEM-OTDA/2075
Tanggal : 10 JULI 2025

Untuk Pengadaan

Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi

Pejabat Pengadaan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Dacrah
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun Anggaran 2025
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anlics

BAB I. UMUM

A. Dokumen Pengadaan Langsung ini disusun berdasarkan Peraturan Prasziden No.

16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan

dan aturan turunannya.

B. Dalam Dokumen Penunjukan Langsung ini dipergunakan pengertian, istilah. dan

singkatan sebagai berikut:

Jasa Lainnya

HPS

LDP

KAK

Pejabat
Pembuat
Komitmen
(PPK)

Pejabat yang
berwenang
untuk
menandatanga
ni Kontrak
Pelaku Usaha
Orang Asli
Papua

SPK

SPMK
SPPBJ
Layanan
Pengadaan
Secara

Jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan
peralatan, metodologi khusus, dan/atau keteramoilan
dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di
dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan

Harga Perkiraan Sendiri.

Lembar Data Pemilihan.

Kerangka Acuan Kerja

Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk
mengambil keputusan' dan/atau melakukan tindakan yang
dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja
negara/anggaran belanja daerah.

yang selanjutnya disebut Pejabat Penandatangan Kontrak
adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengikat
perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan
Penyedia, dapat berasal dari PA, KPA, atau PPK.

yang selanjutnya disebut pelaku usaha Papua adalah calon
penyedia yang merupakan/dimiliki orang asli Fapua dan
berdomisili/berkedudukan di Provinsi Papua dan Provinsi
Papua Barat

Surat Perintah Kerja. -

Surat Perintah Mulai Kerja.

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

Layanan pengelolaan  teknologi  informasi  untuk
memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara

elektronik.




Elektronik
(LPSE)

SPSE : Aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara
Elektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang di server
LPSE yang dapat diakses melalui website LPSE.




PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEKRETARIAT DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Pusat Perkantoran Sultan Mahmud Riavat Syah Gedung Daeng Celak
Fulau Dompak Seri Darul Makmur - Tanjungpinang
Kode Pos 29124 Telp (0771) 4575000 Fax (0771) 4575050
Pos-el: biropemda@kepriprov.go.id Laman:https://kepriprov.go.id

SATUAN KERJA : BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI
DAERAH SETDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SURAT PERINTAH KERJA (SPK) NOMOR DAN TANGGAL SPK - =

001/09.0009/SPK/B.PEMDA/VII/2025

Nama Pejabat PenandatanganKontrak: Drs. ZAENAL ARIFIN

MNama Penyedia: CV. SEMANGAT JAYA MICHA

NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG -
01/UND.PL-ULANG/PP PKT/01-B.PEM-OTDA/2024
PAKET PENGADAAN

TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG -
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 7 JULI 2025

NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG:
02/BAKN/PP PAKET 02/BIRO PEMOTDA/2024

TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG:
| 9JULI 2025

SUMBER DANA: Dibebankan atas APBD DPA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SETDA
PROVINS! KEPULAUAN RIAU Tohun Anggaran 2025 untuk mata anggaran kegiotan Pemeliharoan Barang
Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp.36.046.140 - (Tiga
puluh enam juta empat puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah).

Jenis Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 7 (tujuh) hari kalender

Untuk dan atas nama Biro Pemerintahan dan Otonomi Untuk dan atas nama Penvyedia
Daerah Setda Provinsi Kepulauan Riau CV. SEMBNGAT JAYA
Peiahat Cen3ndatangan Kontrak

R

Dgs. ZAENAL ARIFIN
bina Tk. I {IV/b)
MIP. 19660514 199003 1 013 Direktur

=
e
T
=




PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

%)l SEKRETARIAT DAERAH
‘q"‘ J Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
W Pusat Perkantoran Sultan Mahmud Riayvat Syah Gedung Dacng Celak

Pulau Dompak Seri Darul Makmur - Tanjungpinang
Kode Pos 29124 Telp (0771) 4575000 Fax (O7TL) 4575050
Pos-el: biropemda@kepriprov.go.id Laman:https:/ /kepriprov. go.id

| SATUAN KERJA : BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI |
_ DAERAH SETDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU !

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

NOMOR DAN TANGGAL SPK -
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SYARAT UMUM SURATPERINTAH KERJA (SPK)

LINGKUP PEKERJAAN
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menvelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang
ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republikindonesia.

HARGA SPK

3. Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada penyedia sebesar harga SPK.

b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead sertabiaya
asuransi (apabila dipersyaratkan).

c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas danharga.

HAK KEPEMILIKAN

3. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait
langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak. Jika diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak maka penyedia
berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada
Pejabat Penandatangan Kontraksesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak tetap pada Pejabat Penandatangan Kontrak, dan semua peralatan tersebut harus
dikembalikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak pada saat SPK berakhir atau jika tidal
diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatantersebut harus dikembalikan dalam kondizi yang
sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang
wajar.

CACAT MUTU

Pejabat Penandatangan Kontrak akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penvedia dan
memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. Pejabat
Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat
mutu selama masa garansi.
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PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain vang
sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran
perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh
pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama
penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

JADWAL

b.

c.
d.

SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada
tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.

Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat
Perintah Mulai Kerja,

Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.

Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar
pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabar
Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakulan
penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

ASURANSI

Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai

Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untul:

1) semua barang dan peralatan Yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan,
pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko
terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan

Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga

SPEK.

PENANGGUNGAN DAN RISIKO

d.

Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas
Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan
tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum,
proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan
Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut
disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan
dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sa mpai
dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahanakhir:

1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel:

2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personel: dan/atau

3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain,

- Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan herita acara

serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini
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12.

13.

14,

15.

merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkanoleh
kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak.

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban
penanggungan dalam syarat ini.

d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai
batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas
tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibattindakan
atau kelalaian penyedia.

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan
terhadap pelaksanaan pekerjaan vang dilaksanakan oleh penyedia. Pejabat
Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan . kepada pihak lain untuk melakukan
pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh
penyedia.

PENGUIJIAN

lika Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia
untuk melakukan pengujian Cacat Muty yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan
Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban
untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Muty
maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi,

LAPORAN HASIL PEKERJAAN

4. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan
pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil
pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat

menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentas|
pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan
pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan mélaksanakan pekerjaan sesuai dengan
program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal
penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.

b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan
atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan,

c. lika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka Pejabat
Penandatangan Kontrak memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian
pekerjaan,

d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalzh tanggal penyelesaian
semua pekerjaan.

SERAH TERIMA PEKERJAAN

a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan
secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan pekerjiaan.

b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan
pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan,




c. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat |
dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.

d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penvedia
wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah Pejabat Penandatangan Kontrak.

e. Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil
pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.

f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen} dari harga SPK dan penyedia
harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban
untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung
cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu
akibat desain, bahan, dan cara kerja,

b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.

c. Pejabat Penandatangan Kontrak akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu
kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi
berlaku.

d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia
berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam
jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.

e. lika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat
mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi,
Pejabat Penandatangan Kontrak akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan,
dan Pejabat Penandatangan Kontrak secara langsung atau melalui pihak ketiga yang
ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak akan melakukan perbaikan tersehut,
Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut
sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangankontral,

f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu
dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

17. PERUBAHAN SPK

a. 5PK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.

b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi
lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan:
3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

€. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dibantu
Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak. =

18. PERISTIWA KOMPENSAS|
a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut: ‘
1) Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi
pelaksanaan pekerjaan;
2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
3) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi
dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan:

4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
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20.

5) Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak penvediz untul: |
melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak
ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

B) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;

7) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu
vang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Pejabat Penandatangan
Kantrak:

8) ketentuan lain dalam SPK.

b. lika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau
keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak
berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu
penyelesaian pekerjaan. ,

¢. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan
kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak,
dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan
data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepads
Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat
Peristiwa Kompensasi.

e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian
pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam
mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

PERPANJANGAN WAKTU

a. lika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui
tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal
penyelesaian berdasarkan data Penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak
berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian
pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui
adendum SPK.

b. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan
setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia

PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK
a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
b. Dalam hal SPK dihentikan, Pejabat Penandatangan Kontrak wajib membayar kepada
penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan vang telah dicapal, termasuk:
1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan
dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak, dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatangan
Kontrak:
2) biaya langsung demobilisasi persanel.
. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Penandatangan Kontrak atau pihak
penyedia.
d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, -
pemutusan 5PK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam [roses
Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;

2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran
persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi
yang berwenang;




3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

4) penyedia tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak, tidak memulai
pelaksanaan pekerjaan;

5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam
Arogram mutu serta tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak:

6) penyedia berada dalam keadaan pailit;

7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak
3 (tiga) kali;

8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu
yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak:

S} Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penyedia untuk menunda
pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama
28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau

10) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran
untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana
tercantum dalam SPK.

e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalzhan penyedia:

1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan
(apabila diberikan);

2) penyedia membayar denda keterlambatan {apabila ada); dan/atau

3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pejabat Penandatangan Kontrak terlibat
penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat
dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dikenakan
sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

3. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat

Penandatangan Kontrak, dengan ketentuan:

1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;

2) pembayaran dilakukan dengan fsﬁsrem—bﬂanﬁnﬁdﬁéem-r#mm,fpemhnyamn secara
sekaligus];

3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen)
dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

c. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujub) hari kerja setelah
pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat
permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
(PPSPM].

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan
untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta
penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan
mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA
a. lika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekeriaan
karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untule
membayar denda kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebesar 1/1000 (satu

permil) dari nilai SPK {tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan atau
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24.

1/1000 (satu permil) dari nilai bagian S5PK yang tercantum dalam 5PK (tidak termasuk
PPN).

b. Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan Denda dengan mematong pembayaran
prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab
kontraktual penyedia.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-
sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau
berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan
pekerjaan, Jika perselisihan tidak dapat disélesaikan secara musyawarah maka
perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atay
Pengadilan Negeri,

LARANGAN PEMBERIAN KOMIS!

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja Pejabat Penandatangan
Kontrak telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung
maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini
merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.




BAB X. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

11

Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrale ini
harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai
berikut:

i
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1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Jasa Llainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang
membutuhkan peralatan, metodologi  khusus, dan/atau
keterampilan dalam suatu sistem tata kelala yang telah dikenal
luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat
Pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian
Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.

Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN yang
selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh
kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan
tanggung jawab penggunaan anggaran pada
Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang
selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna
anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
Perangkat Daerah.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK
adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk
mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang
dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran  belanja
negara/anggaran belanja daerah.

Pejabat Penandatangan Kontrak adalah adalah PA, KPA, atau
PPK,

Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengendali internal
yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakulkan
pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan
kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugss dan
fungsi Pemerintah.

Penyedia Barang/lasa Pemerintah yang selanjutnya disebus
Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa
berdasarkan kontrak.




1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.1le
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1.18

Sub penyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian
kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untulk
melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).

Kemitraan adalah kerja sama usaha antar penyedia dalam
bentuk konsorsium/kerja sama operasi/bentuk kerja sama lain
yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan
tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.

Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah Jaminan
tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan
Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus
yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan,
dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang
lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.

Kontrak Pengadaan Barang/lasa yang selanjutnya disebut
kontrak  adalah  perfanjian  tertulis  antara Pejabat
Penandatangan Kontrak dengan Penyedia.

Bagian Kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu pelkerjaan
yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Penyelesaian
masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagiankontrak
tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi
yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontral
tersebut tidak terkait satu sama lain.

Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam Kontralk

Hari adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisit
sebagai hari kerja.

Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah
perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang
telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan
Pajak Pertambahan Nilai.

Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung
menunjang terwujudnya dan berfungsinya hasil pekerjaan yang
ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

Bagian pekerjaan vyang disubkontrakkan adalah bagian
pekerjaan bukan pekerjaan utama vang ditetapkan dalam
Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada
penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu aleh Pejabat
Penandatangan Kontrak.
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1.20

1.21

1.22

1.23

1.24
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Metode pelaksanaan pekerjaan adalah cara kerja yang layak,
realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh
pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam
penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang
sistimatis berdasarkan sumber daya yang dimiliki Penyedia

Personel inti adalah orang yang ditempatkan secara penuh
sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Doliumen
Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan
pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan
untuk melaksanakan pekerjaan.

ladwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjultkan
kebutuhan waktu vang diperiukan untuk menyelesaikan
pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan vang disusun secara
logis, realistis dan dapat dilaksanakan.

Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini
terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai
dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hal dan
kewajiban Para Pihak.

Tanggal mulai kerja adalah tanggal Penyedia mulai bekerja yang
sama dengan tanggal penandatangan SPMK yang diterbitkan
oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan
pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima
hasil pekerjaan yang. yang ditandatangani oleh Pejabat
Fenandatangan Kontrak.

Masa pemeliharaan adalabh kurun waktu kontrak yang
ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak
tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal
penyerahan akhir pekerjaan.

Penerapan S5UK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjzan Jasa
Lainnya ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-
ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain vang lebih tinggi berdasarkan
urutan hierarki dalam Kontrak.

Bahasa dan 3.1
Hukum

3.2
Perbuatan yang 4.1

dilarang dan
sanksi

Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam bahasa
Indonesia.

Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku i
Indonesia.

Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para
pihak dilarang untuk:
a. menawarkan, menerima atau menjanjikan  untuk
memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa




Korespondensi

Wakil Sah Para
Fihak

Perpajakan

s5aja atau melakukan tindakan lainnya  untuk
mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat
diduga berkaitan dengan pengadaan ini: dan/atau

b. membuat danfatau menvampaikan secara tidak benar
dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan
untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.

4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasul
semua anggota Kemitraan) dan sub penyedianya [jika ada)
tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada klausul 4.1

4.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan
Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat
dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:

4. Pemutusan Kontrak;

b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana
ditetapkan dalam SSKK.

€. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia ataulaminan
Uang Muka dicairkann (apabila diberikan); dan

d. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

4.4 Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak kepada PA/KPA.

4.5  Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam korupsi,
kolusi, dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan sanicsi
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan, dan/atau
korespondensi lainnya harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa
Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan kepada Para Pihalc atau
wakil sah Para Pihak jika telah disampaikan secara langsung,
disampaikan melalui surat tercatat, e-mail, danfatau faksimil,
sebagaimana tercantum dalam SSKK.

Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk
dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atzu
diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kentrak ini oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau
dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam 55Kk Khusus untuk
Penyedia perorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan,

Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan personel yang bersanghkutan
berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi. dan
pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan
atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini
dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.




8. Pengalihan
dan/atau
Subkontrak

9. Pengabaian

10. Penyedia
Mandiri

11. Kemitraan

8.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal
pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan
(merger), konsolidasi, atau pemisahan.

8.2  Penyedia dapat bekerja sama dengan pelaku usaha lain antara
lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali
pekerjaan utama dalam kontrak ini sebagaimana diatur dalam
SSKK.

8.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakan sebagian pekerjaan
dan dilarang mensubkentrakkan seluruh pekerjaan.

8.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakan pekerjaan apabila
pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pemilihan
dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkentrakan.

8.5 Penyedia hanya boleh mensubkontrakan pekerjaan setelah
mendapat persetujuan’ tertulis dari Pejabat Penandatangan
Kontrak, Penyedia tetap bertanggung jawab atas hagian
pekerjaan yang disubkantrakkan.

8.6 lika ketentuan di atas dilanggar maka Penvedia dikenakan
sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran
ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian
tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Mass
Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran
ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat
dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak atau
Wakil 5ah Pihak yang melakukan pengabaian.

Penyedia berdasarkan kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap
personel dan subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang
dilakukan oleh personel dan subpenyedianya.

kemitraan memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut
dalam Surat Perjanjian Kemitraan untuk bertindak untuk dan atas
nama Kemitraan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap
Pejabat Penandatangan Kontrak,

B. PELAKSANAAN KONTRAK

12. Jangka Waktu

Pelaksanaan
Pekerjaan

12.1 Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.

12.2  Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang
ditentukan dalam 55KK. -




13. Penyerahan
Lokasi Kerja
(apabila
diperlukan)

14. 5Surat Perintah
Mulai Kerja
(SPMEK)

15. Program Mutu

13.1

13.2

13.3

13.4

14.1

14.2

13.1

15.2

15.2

15.4

15.5

Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan keseluruhan
lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan
Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan pemeriksaan
lapangan bersama yang dituangkan dalam Berita Acars
Peninjauan Lokasi Kerja.

lika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal
yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka
perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendumKantral

lika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari
lokasi kerja maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang
terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini
ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi serta dibuat Berita
Acara,

Penyerahan lokasi kerja dituangkan dalam Berita Acara Serah
Terima Lokasi Kerja yang ditandatangani oleh para pihak

Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPMEK selambat-
lambatnya 14 (empat belas] hari kerja sejak tanggal
penandatanganan Kontrak, kecuali apabila anggaran belum
berlaku.

Tanggal penandatanganan SPMK aleh Pejabat Penandatangan
Kontrak ditetapkan sebagal tanggal mulai berlaku efeltif
Kontrak,

Fenyedia berkewajiban untuk menyerahkan program muiu
pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak.

Program mutu disusun oleh Penyedia paling sedikit berizi-
a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan:
b. organisasi kerja Penyedia:

€. jadwal pelaksanaan pekerjaan;

d. prosedur pelaksanaan pekerjaan:

e. prosedur instruksi kerja; dan/atau

f. pelaksana kerja.

Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan.

Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mulu
jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.

Pemutakhiran  program  mutu  harus menunjukkan
perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya
terhadap penjadwalan sisa pekerjaan. Pemutakhiran program




16. Rapat Persiapan
Pelaksanaan
Kontrak

17, Pengawasan/
Pengendalian
Pelaksanan
Pekerjaan

15.6

16.1

16.2

16.3
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17.2

17.3

17.4

17.5

mutu harus mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan
Kontrak.

Persetujuan Pejabat Pen'andatangan Kontrak terhadap program
mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.

Pejabat Penandatangan Kontrak bersama dengan Penvediz,
unsur perencanaan, dan unsur peEngawasan
menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.

Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan

pelaksanaan Kontrak meliputi:

a. reviu kontrak, dan pembagian tugas dan tanggung jawab
dari kedua belah pihak;

b. pemutakhiran/pembaharuan rencana pekerjaan seperti
tanggal efektif pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan
kontrak;

€. reviu rencana penilaian kinerja pekerjaan sebagai dasar
melakukan evaluasi kemajuan pekerjaan;

d. diskusi bagaimana dan kapan dilakukan pelaporan
pekerjaan;

e. Tata cara, waktu dan frekuensi pengukuran dan pelaporan
yang disesuaikan dengan kondisi pekerjaan;

f.  melakukan kiarifikasi hal-hal yang masih kurang jelas dan
mendiskusikan prosedur untuk manajemen perubahan:
dan

B- melakukan klarifikasi rencana koordinasi antar para pihal
selama pelaksanaan pekerjaan.

Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam
Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang
ditandatangani cleh seluruh peserta rapat,

Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Pejabat
Penandatangan Kontrak jika dipandang perlu dapat
mengangkat Pengawas Pekerjaan dan Tim Teknis yang berasal
dari personel Pejabat Penandatangan Kontrak. Pengawas
Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan
pekerjaan.

Tim Teknis berasal dari unit kerja instansi yang terkait dan/atau
tenaga professional.

Pengawas Pekerjzan - berkewajiban  untuk rmengawasi
pelaksanaan pekerjaan.

Tim Teknis berkewajiban untuk membahas dan menilai
pelaksanaan pekerjaan.

Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan
selalu bertindak untuk kepentingan Pejabat Penandatangan




16. Rapat Persiapan
Pelaksanaan
Kontrak

17. Pengawasan/
Pengendalian
Pelaksanan
Pekerjaan

15.6

16.1

16.2

16.3
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17.2

17.3

17.4

17.5

mutu harus mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan
Kontrak.

Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak terhadap program
mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.

Pejabat Penandatangan Kontrak bersama dengan Penyedis,
unsur perencanaan, dan unsur pengawasan
menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan Kontralk.

Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan

pelaksanaan Kontrak meliputi:

. reviu kontrak, dan pembagian tugas dan tanggung jawah
dari kedua belah pihak;

b. pemutakhiran/pembaharuan rencana pekerjaan seperti
tanggal efektif pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan
kontrak:

€. reviu rencana penilaian kinerja pekerjaan sebagai dasar
melakukan evaluasi kemajuan pekerjaan;

d. diskusi bagaimana dan kapan dilakukan pelaporan
pekerjaan;

e. Tata cara, waktu dan frekuensi pengukuran dan pelaporan
yang disesuaikan dengan kondisi pekerjaan:

f.  melakukan klarifikasi hal-hal yang masih kurang jelas dan
mendiskusikan prosedur untuk manajemen perubahan;
dan

g melakukan klarifikasi rencana koordinasi antar para pihak
selama pelaksanaan pekerjaan.

Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam
Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak vang
ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.

Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Pejabat
Penandatangan Kontrak jika dipandang perlu  dapat
mengangkat Pengawas Pekerjaan dan Tim Teknis yang berasal
dari personel Pejabat Penandatangan Kontrak. Pengawas
Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi  pelaksanaan
pekerjaan.

Tim Teknis berasal dari unit kerja instansi yang terkait dan/atau
tenaga professional.

Pengawas Pekerjaan berkewajiban  untuk mengawasi
pelaksanaan pekerjaan.

Tim Teknis berkewajiban untuk membahas dan menilai
pelaksanaan pekerjaan.

Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan
selalu bertindak untuk kepentingan Pejabat Penandatangan




18. Persetujuan
Pengawas
Pekerjaan
(Apabila
diperiukan)

19, Akses ke Lokasi
Kerja

20. Mobilisasi
peralatan dan
personel (Apabila
diperlukan)

21. Pemeriksaan
Bersama

Kontrak. Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Waicil
Sah Pejabat Penandatangan Kontrak.

17.6 Penyedia berkewsjiban untuk melaksanakan semua perintah

18.1

18.2

Pengawas Pekerjaan vyang sesuai de ngan kewenangan
Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak inidan saran  atau
rekomendasi dari Tim Teknis.

Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan hasil
pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus
mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan.

Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperiukan teriebih cdlahuly
adanya hasil pekerjaan sementara maka Penyedia berkewajiban
untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan hasil
pekerjaan sementara tersebut untuk disetujui olehPengawas
Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan Pengawas
Pekerjaan, Penyedia bertanggung Jawab secara penuh atas
rancangan hasil pekerjaan sementara.

Penyedia berkewajiban  untuk menjamin  akses  Pejabat
Penandatangan Kontrak, Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontral,
Tim Teknis, dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lolkasi
lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.

20.1

20.2

20.3

. §

21.2

21.3

Mobilisasi paling lambat dilaksanakan sesuai wakty yang
ditetapkan dalam 55KK.

Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, vaitu:

2. mendatangkan bahan/material dan peralatan terkait yang
diperiukan dalam pelaksanaan pekerjaan;

b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung
laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau

c. mendatangkan personel.

Mobilisasi bahan/material, peralatan dan personel dapat
dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, para
pihak bersama-sama melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan
dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi
lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan dan rencans
mata pembayaran.

Untuk pemeriksaan bersama ini, Pejabat Penandatangan
Kontrak dapat dibantu Tim Teknis,

Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara.
Apabila dalam pemerikssan  bersama mengakibatkan
perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam
adendum Kontrak.




22. Pemeriksaan
dan/atau
Pengujian

21.4

22.1

22.2

22.3

224

22.5

22.6

22.7

Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa personel dan/atau
peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka
Penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat
personel danfatau peralatan yang belum memenuni syarat
harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati
bersama.

Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk melakulcan
pemeriksaan dan/atau pengujian atas hasil pekerjaan untuk
memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan
yang telah ditentukan dalam Kontrak.

Pemeriksaan dan/atau pengujian dapat dilakukan sendiri oleh
penyedia dan disaksikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
atau diwakilkan kepada pihak ketiga sebagaimana diatur dalam
SSKK.

Pemeriksaan dan/atau Pengujian dilaksanakan sebagaimana
diatur dalam SSKK.

Biaya pemeriksaan dan/atau pengujian telah termasuk pada
nilai Kontrak,

Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di tempat yang
ditentukan dalam S5KK, dan dihadiri  oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain vang terkait.
Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak danfatau pihak lain yang
terkait tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan/atau pengujian
dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya
kehadiran Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain
yang terkait merupakan tanggungan Pejabat Penandatangan
Kontrak,

Jika hasil pemeriksaan dan/atau pengujian tidak sesuai dengan
jenis dan mutu hasil pekerjaan yang ditetapkan dalam Kontrak,
Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk menolak hasil
pekerjaan tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri
berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti  hasil
pekerjaan tersebut.

Atas pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian yang
terpisah dari serah terima hasil pekerjaan, Pejabat
Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait
membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani aleh
Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain vang
terkait dan Penyedia,




23. Waktu
Penyelesaian
Pekerjaan

24, Peristiwa
Kompensasi

25. Perpanjangan
Waktu

23.1

23.2

233

Kecuali Kontrak diputuskan lehih awal, penyedia berkewajiban
menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal
penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK pada klausul 12.2.

lika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan
akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau
karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyadia
dikenakan denda keterlambatan.

Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini adalah
tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal
sebagai berikut:

d.

b.
€.

f.

B

25.1

25.2

25.3

25.4

Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat
mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;

keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;

Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihalk
Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah
dilaksanakan pengujian  ternyata  tidak  ditem ulcan
kerusakan/kegagalan/ penyimpangan;

Pejabat Penandatangan ‘Kontrak tidak memberikan gambar-
gambar, spesifikasi, dan/atau instruksi sesuai jadwal yang
dibutuhkan;

Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam
kontrak;

Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundazan
pelaksanaan pekerjzan; atau

ketentuan lain dalam SSKK.

Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian
pekerjaan akan melampaui tanggal Penyelesajan makaPenyedia
berhak untuk meminta perpanjangan tanggal Penyelesajan
berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak
dapat meminta pertimbangan Pengawas Pekerjaan/Tim Telniz
{apabila ada) dalam memutuskan perpanjangan Tanggal
Penyelesaian Pekerjaan.

Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan
penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontralk
berkewajiban untuk memberikan perpanjangan  waktu
penyelesaian pekerjaan.

Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan
Jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan dibutuhlan
penambahan waktu penyelesaian pekerjaan.

Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian
pekerjaan jika Penyedia Eagal atau lalai untuk memberikan
pemberitahuan dini dalam mengantisipasi/mengatasi dampal
Kompensasi,




26. Pemberian
Kesempatan

C. PENYELESAIAN KONTRAK

27. Serah Terima
Pekerjaan

25.5

25.6

26.1

26,2

26.3

26.4

27.1

27.2

27.3

Pejabat Penandatangan Kontrak menetapkan ada tidaknya
Perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat
dalam jangks waktu sebagaimana diatur dalam SSKK setelah
Penyedia meminta perpanjangan.

Perpanjangan tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui
adendum/perubahan Kontrak.

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai
masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun Pejabat
Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu
menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak
dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untyl:
menyelesaikan pekerjaan.

langka waktu pemberian kesempatan kepada Penvedia untul
menyelesaikan pekerjaan diatur dalam 55KK.

Dalam hal setelah diberikan kesempatan  sebagimana

dimaksud pada klausul 26.2 Penvyedia masih belum dapat

menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontralk

dapat:

3. memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa
pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan: atau

b. melakukan pemutusan Kontrak dalamhal Penyedia diniiai
tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.

Pemberian kesempatan kepada Penyedia untulk menyelesaikan
pekerjaan sebagaimana dimaksud pada klausul 26.1 dan klausul
26.2, dimuat dalam Adendum Kontrak vang didalamnya
mengatur waktu penyalesaian pekerjaan, pengenaan sanksi
denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan
masa berlaku Jaminan Pelaksanaan {apabila ada).

Setelah pekerjaan selesai, penyedia mengajukan permintaan
secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk
serah terima hasil pekerjaan.

Serah terima hasil pekerjsan di tempat sebagaimana
ditetapkan dalam SSKK.

Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan
Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan,
¥ang dapat dibantu oleh Pengawas Pekerjaan dan/atau Tim
Teknis.




29. Pedoman
Pengoperasian
dan Perawatan

28.4

28.5

28.6

29.1

29.2

D. PERUBAHAN KONTRAK

30, Perubahan
Kontrak

30.1

30.2

Terhadap pemberitahuan cacat  mutu oleh  Pejabai
Penandatangan Kontrak, Penyedia berkewajiban  intuk
memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi  hasil
pekerjaan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam
pemberitahuan tersebut.

Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, dan/atay
melengkapi hasil pekerjaan akibat cacat muty dalam jangha
waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatangan Kontral
akan menghitung biaya perbaikan vang diperlukan, dan Pejabat
Penandatangan Kontrak secara langsung atau melalui pihak lain
yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontralk akan
melakukan perbaikan, penggantian, dan/atau melengkapi hasii
pekerjaan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membaya;
biaya untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi
hasil pekerjaan tersebut sesuaj dengan klaim vang diajukan
secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. Biaya
tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan Kontral
dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.

Terlepas dari kewajiban Penggantian biaya, Penyedia yanglalai
dalam memperbaiki cacat mutu dikenakan sanksi Daftar Hitam

Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak tentang pedoman pengoperasian dan
Perawatan sebelum serah terima hasil pekerjaan.

Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian
dan perawatan, Pejabat Penandatangan Kontrak berhal
menahan pembayaran sebesar 5% (lima persen} dari nilai
Kontrak,

Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum/perubahan
Kontrak,

Adendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal

terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat

pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang

ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh para

pihak, meliputi:

3. menambah atau mengurangi volume Yang tercantum
dalam Kontrak;

b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;

€. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi
lapangan; dan/atau

d. mengubah jadwal pelaksanaan.




30.3

30.4

30.5

30.6

30.7

30.8

30.9

30.10

30.11

30.12

selain adendum/perubahan Kontrak yang diatur pada kiausui
30.2, addendum/perubahan Kontrak dapat dilakukan untuk
hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain
pergantian Pejabat Penandatangan Kontrak, perubahan
rekening Penyedia, dan sebagainya.

Pekerjaan tambah tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari
harga/nilai Kontrak awal dan harus mempertimbangkan
ketersediaan anggaran untuk pekerjaan tambah,

Pekerjaan tambah tidak melebihi paling tinggi 10% (sepuluh
persen) dari  harga/nilai  Kontrak awal dan harus
mempertimbangkan ketersedizan anggaran untuk pekerjaan
tambah,

Pekerjaan tambah sebagaimana klausul 33.4 dapat diberikan
tambahan waktu untuk pelaksanaan pekerjaan.

Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada Penyedis
kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga
dengan tetap mengacu pada ketentuan ¥ang tercantum
dalam Kontrak awal,

Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan daiam
Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum/perubahan
Kontrak.

Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu
pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untulc hal-
hal sebagai berikut:

a. perisiwa kompensasi; dan/atau

b. Keadaan Kahar.

Dalam hal keadaan kahar waktu penyelesaian pekerjaan
dapat diperpanjang sek'urang—kumngnya sama dengan waktu
terhentinya pelaksanaan Kontrak akibat KeadaankKahar.

Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian
pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan
waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak akibat
peristiwa kompensasi.

Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui secara
tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melalukan
penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh Penyedia.




30.13 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menugaskan

Pengawas pekerjagan atau tim teknis untuk  menalit
kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.

30.14 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak

dituangkan dalam adendum/perubahan Kontrak.

31. Keadaan Kahar 31.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah

31.2

313

31.4

315

suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan
tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban
vang ditentukan dalam Kontrak menjaditidak dapat dipenuhi

Yang termasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:

. Bencana alam:

Bencana non alam:

Bencana sosial:

Pemogokan;

Kebakaran:

Kondisi cuaca ekstrim; dan/atau

Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakanmelalui
keputusan bersama Menter; Keuangan dan Menteri teknis
terkait.

ow

m oo

Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia
memberitahukan kepada Pejabat Penandatangan Kontral
paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari
atau seharusnya menyadari atas kejadian atauKeadaan Kahar
dengan menyertakan bukti.

Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang
merugikanakibatperhuatanataukelalaianParaFihal:

Pada saat terjadinys Keadaan Kahar, Kontrak ini akan
dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan
ketentuan:

3. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai
dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan
yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan
bersama atau berdasarkan audit,

b. Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat Penandatangan
Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia
untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka
Penyedia berhak untuk menerima pembayaran
sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat
penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah
dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian.
Penggantian  biaya ini  harus diatur  dalam
adendum/perubahan Kontral.




31.6

327

31.8

31.9

31.10

Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya

yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji

atau wanprestasi, jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh

keadaan kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kalhar:

3. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untul
memenuhi kewajiban dalam Kontrak: dan

b. telsh memberitahukan secara tertulis kepada Pihai
lainnya dalam Kontrak mlambat—iambatnyra 14 (empat
belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya
menyadari atas kejadian atau keadaan yang merupakan
Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan
terjadinya peristiwa yang menyebalikan
terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrale.

Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak
dikenakan sanksi.

Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dituangkansecara
tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai
alasan penghentian pekerjaan.

Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dapat bersifat:

d.  sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atauy

b. permanen apahila akibat Keadaan Kahar tidak
memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan,

Penghentian pekerjaan akibat Keadaan Kahar tetap
mempertimbangkan efektifitas pekerjaan dan  tabun
anggaran.

E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

32. Penghentian
Kontrak

33. Pemutusan
Kontrak

Penghentian Kontrak dapat dilakukan karens terjadi Keadaan Kahar
sebagaimana dimaksud pada klausul 31,

33.1

33.2

333

33.4

Pemutusan  kontrak dapat dilakukan oleh Peiabat
Penandatangan Kontrak atau Penyedia.

Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan kontrak
secara  sepihak  apabila Penyedia tidak memenuhi
kewajibannnya sesuai ketentuan dalam kontrak.

Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apahila
Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memenuhikewajibannya
sesuai ketentuan dalam kontrak.

Pemutusan kentrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 {empat
belas) hari kalender setelah  Pejabat Penandatangan
Kontrak/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana




34. Pemutusan 34.1
Kontrak aleh
Pejabat
Penandatangan
Kontrak
34.27

Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/ Pejabar
Penandatangan Kontrak,

Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontral dapat
memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis
kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berilut:

a. Penvyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau
nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses
pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;

b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan
korupsi,  kolusi, dan/atau nepotisme, dan/atau
pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan
Pengadaan Barang/lasa dinyatakan benar oleh Instansi
yang berwenang;

. Penyedia berada dalam keadaan pailit;

d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum
penandatangan Kontrak;

e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat
Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali:

f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan
Pelaksanaan;

8. Penyedia lalai/cidera janji  dalam  melaksanakan
kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam
jangka waktu yang telah ditetapkan;

h. Berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontral,
Penyedia tidak akan mampu menvelesaikan pekerjaan
selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 26,3 55Kk,
Penyedia Barang/lasa tidak dapat menyelesaikan
pekerjaan;

I setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan
selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 26.3,
Penyedia Barang/lasa tidak dapat menyelesaikan
pekerjaan:

I setelah diberikan kesempatan kedua sesuai kesepakatan
para pihak sebagaimana dimaksud pada huruf i, Penyedia
Barang/lasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan: atau

k. Penyedia menghentikan pekerjaan melebihi waktu yang
ditentukan dalam SSKK dan penghentian ini tidal
tercantum dalam program mutu serts tanpa persetujuan
pengawas pekerjaan (apabila ada).

Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud

pada klausul 34.1, maka:

3. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;

b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau
Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan

€. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.




35. Pemutusan
Kaontrak oleh
Penyedia

36. Berakhirnya
Kontrak

37. Peninggalan

34.3 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepads Penyedia

35.1

35.2

36.1

36.2

sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telsh
diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan
tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda yang
harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia
menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat
Penandatangan Kontrak.

Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskankontrak
melalui pemberitahuan tertulis kepada Pejabat Penandatangan
Kontrak apabila: ;

a. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyvedia
secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau
kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidakditaril
selama waktu yang disepakati sebagaimana tercantum
dalam SSKK; atau

b. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat
perintah pembayaran untuk pembayaran tagihanangsuran
sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebagaimana
tercantum dalam SSKK.

Dalam hal pemutusan Kontrak maka Pejabat Penandatangan
Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi
pekerjaan yang telah diterima aleh Pejabat Penandatangan
Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kantral
dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia
(apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil
pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan
selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak.

Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan
kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah
terpenuhi,

Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana
dimaksud pada klausul 36.1 adalah terkait dengan pembayaran
yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara
yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontral akibat
kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya
oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tanpa kewajiban perawatan.
Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia
hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan
Pejabat Penandatangan Kontrak.




F.  PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

38. Hak dan
Kewajiban
Pejabat
Penandatangan
Kontrak

G. PENYEDIA

39. Hak dan
Kewajiban
Penyedia

38.1 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak;

38.2

391

39.2

d.

b.

Tmma

L

mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan
oleh Penyedia;

meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam
kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakuksan
oleh Penyedia;

menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan
jadwal penyerahan pekerjaan vang telah ditetapkan
dalam Kontrak.

mengenakan sanksi kepada Penyedia;

memberikan instruksi:

mengusulkan pengenaan sanksi daftar hitam;
menyetujui adendum/perubahan kontrak;

menerima jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan,
dan jaminan pemeliharaan (apabila ada); dan/atau
menilai kinerja Penyedia.

Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai kewajiban:

membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum
dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah
ditetapkan kepada Penyedia;

membayar uang muka {Apabila dipersyaratkan);
membayar penyesuaian harga;

membayar ganti rugi karena kesalahan vang dilakukan
Pejabat Penandatangan Kontrak: dan

memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau
kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan
pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam 55Kk

Penyedia mempunyai hak:

d.

b.

menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai
dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; dan
memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatangan Kontrak
untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan
Kontrak,

Penyedia mempunyai Kewajiban:

d.

b.

melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik keparla
Pejabat Penandatangan Kontrak:

melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan
jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam
Kontrak;

. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat,

akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan
dalam Kontrak;




40.

41.

42,

43,

Tanggung Jawab

Penggunaan
Dokumen
Kontrak dan
Informasi

Hak Atas
Kekayaan
Intelektual

Penanggungan
dan Risiko

d. memberikan keterangan  vyang  diperiukan  untuk
pemeriksaan  pelaksanaan yang dilakukan Pejabat
Penandatangan Kontrak:

e. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal dan
tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam
Kontrak;

f. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untul
melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi
perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun
miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan

g. menghindari pertentangan  kepentingan (conflict  of
interest).

Penyedia hartanggungjawabfherkewajihan untuk  melaksanakan
dan menyelesaikan pekerjaan sesuaj dengan kualitas, ketepatan
volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan
tempat pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan.

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan
dokumen kontrak atau dokumen lainnya yangberhubungan dengan
kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis
dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat
Penandatangan Kontrak.

Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Penandatangan
Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas
pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual,

43.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan
menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontralk
beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung
jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau
tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya vang
dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserts
instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutantersebut
disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat
Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul
dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal SPMK sampai
dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima:

a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta bends
Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel:

b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau

¢. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh,
sakit atau kematian pihak lain.

43.2 Terhitung sejak tanggal SPMK sampai dengan tanggal
penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko
kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan, bahan dan
perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuall kerugian




44, Perlindungan
Tenaga Kerja
lapabila
diperlukan)

45. Pemeliharaan
Lingkungan

46. Asuransi Khusus
dan Pihak Ketiga

atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalghan atau
kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak.

43.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak
membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

43.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan
¥ang menyatu dengan hasil pekerjaan yang terjadi sejak tanggal
SPMK diterbitkan sampai batas akhir Masa Pemeliharaan
(apabila ada) sebagaimana di atur dalam S5KK harus diperbaili,
diganti, dan/atau dilengkapi oleh Penyedia atas tanggungannya
sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat
tindakan atau kelalaian Penyedia.

44.1 Penyedia dan SubPenyedia berkewajiban atas biaya sencliri
untuk mengikutsertakan personeinya pada program jaminzn
sosial kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan,

44.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan
Personelnya  untuk  mematuhi ketentuan  mengena
keselamatan kerja sebagaimana diatur Peraturan perundang-
undangan.

44.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakzn
kepada setiap personelnya [termasuk personel SubPenyediz,
jika ada), perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan
memadai,

44.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan
kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia
melaporkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak mengenai
setiap  kecelakaan yang timbul sehubungan  dengan
pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 {dua puluh empat) jarm
setelah kejadian.

Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai
untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat
kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak lain dan
harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kentrak ini.

46.1 Apabila dipersyaratkan dalam S5KK, Penyedia waijib
menyediakan asuransi sejak SPMK sampal dengan tanggal
selesainya pekerjaan untuk:

4. semua barang dan peralatan Yang mempunyai risiko
tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan,serta
pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko
terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risilco
lain yang tidak dapat diduga; dan

b. pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.




47. Tindakan
Penyedia yang
mensyaratkan
Persetujuan
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48. Kerjasama
Penyedia dengan
Usaha Kecil
sebagai
SubPenyedia

49. Penggunaan
lokasi kerja
(apabila ada)

50. Keselamatan

51. Sanksi Finansial

4.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan daiam penawaran
dan termasuk dalam nilsi Kontrak.

Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan
tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum melakulan
tindakan-tindakan berikut:

a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan; dan/atau

b. tindakan lain yang diatur dalam SSki.

48.1 Penyedia dapat bekerjasama dengan usaha kecil dengan
mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan
utama.

48.2 Bagian Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan oleh Penyedia
kepada usaha kecil sebagai SubPenyedia diatur di dalam 55KK.

48.3  Dalam kerjasama di atas, Penyedia bertanggung jawab penui,
atas keseluruhan pekerjaan tersebut.

48.4 Penyedia membuat laporan mengenai pelaksanaan subkontrak

Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan iokasi
kerja bersama-sama dengan Penyedia lain (lika ada) dan pihak-pihal
lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu,
Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan jadwal kerja
Penyedia yang lain di lokasi kerja.

Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi
kerja (apabila ada).

51.1 Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi ganti rugi,
denda keterlambatan atau pencairan jaminan.

51.2  Sanksi ganti rugi bagi Penyedia dikenakan apabila jaminan tidaic
dapat dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume
pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa
yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil
audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian
yang ditimbulkan.

51.3 Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia dikenakan apabila
terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan cara
memotong pembayaran  prestasi pekerjaan  Penyerlia.
Pembayaran Denda tidak MEengurangi tanggung jawabh
kontraktual Penyedia.

514 Sanksi pencairan jaminan pelaksanaan, pencairan jaminan
pemeliharaan, pelunasan uang muka atau pencairan jaminan
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53. LaporanHasil 53.1
Pekerjaan

33.2

53.3

uang muka (apabila diberikan uang muka) bagi Penyedia
dikenakan apabila Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan
setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan atau
dilakukan pemutusan kontrak.

Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat Penandatangan
Kontrak sebelum penandatanganan Kontrak,

Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya
sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan serah
terima pekerjaan.

Jaminan Pelaksanaan dikembalikan  setelah pekerfanan
dinyatakan selesai sesuaj dengan ketentuan yang tertuang
dalam kontrak.

laminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat Penandatangan
Kontrak apabila Penyedia menerima uang muka dan diserahkan
sebelum pengambilan Uang Muka,

Nilai Jaminan Uang Muka sama dengan besarnya uang mula
yang diterima oleh Penyedia.

Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional
sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.

Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak
tanggal persetujuan pemberian Uang Muka sampai dengan
tanggal serah terima hasil pekerjaan.

Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlaku jaminan-jaminan
tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen
Pemilihan.

Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrale
untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah
dilaksanakan Buna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil
pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan
hasil pekerjaan.

Untuk kepentingan Pengawasan dan pengendalian, dibuat
laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.

Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan pemerilsaan
dilakukan oleh unsur pengawas (apabila ada) dan disetujui oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak.

54. Kepemilikan 54,1 Semus rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan

Dokumen

dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh Penyedia
berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan milik Pejabat
Penandatangan Kontrak.
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FPersone|
dan/atau
Peralatan

54.2

54.3

55.1

55.2

55.3

55.4

55.5

55.6

55.7

Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen
beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan
Kontrak paling lambat pada saat serah terima pekerjaan atau
waktu pemutusan Kentrak.

Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen
tersebut di atas dengan batasan penggunaan diatur dalam
SSKK,

Personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai
dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.

Penggantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali atas
persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontral.

Penggantian Personel dilakukan oleh Penyedia dengan
mengajukan permohonan terlebih dahuly kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak beserta alasan penggantian.

Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menilai dan menyetujui
penempatan/penggantian Personel menurut kualifikasi vang
dibutuhkan.

Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pergantisn

Personel apabila menilai bahws Personel:

a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekeriaan
dengan baik;

b.  berkelakuan tidak baik: atau

. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.

Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka penyedia
berkewajiban untuk menyediakan penggantl dengan kualifikasi
Yang setara atau lebih baik dari Persanel yang digantikan tanpa
biaya tambahan apapun dalam wakty 7 (tujuh) hari sejak
diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak,

Personel  berkewajiban  untuk menjaga  kerahasiaan
pekerjaannya.

H. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

6.

Nilai Kontrak

6.1

56.2

Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia
atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebasar nilai kontral
atau berdasarkan hasil perhitungan akhir.

Untuk Kontrak Harga Satuan atau jtem pekerjaan dengan harga
satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan,
rincian nilai kontrak sesuai dengan rincian yang

tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
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Pembayaran

27.1

57.2

Uang muka

e.

Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai
ketentuan dalam SSKK untuk:
1} Mobilisasi barang/bahan/material/ peralatan dan
tenaga kerja;
2) pembayaran uang tanda ladi kepada pemasolk
barang/bahan/material/ peralatan; dan/atau
3) pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan
pelaksanaan pekerjaan,
besaran uang muka ditentukan dalam 5sick dan dibayar
setelah Penyedia ' menyerahkan Jaminan Uang Muka
senilai uang muka yang diberikan;
dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menyadiakan
uang muka maka Penyedia harus mengajukan
permohonan pengambilan uang muka secara tertulis
kepada Pejabat Penandatangan Kontrak diserta| dengan
rencana penggunaan vang muka untuk melaksanalan
pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya;
Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum,
perusahaan penjaminan, Perusahaan Asuransi atau
lembaga keuangan khusus yYang menjalankan usaha i
bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untulk
mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan
Peraturan perundang-undangan di bidang lembaga
pembiayaan ekspor Indonesia yang memiliki izin untul
menjual produk jaminan (suretyship) ditetapkan oleh
lembaga yang berwenang:
pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan
diperhitungkan berangsur-angsur  secarg proporsional
pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai
kesepakatan yang diatur dalam kontrak; dan
pengembalian uang muka paling lambat harus lunas pada
saat pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang
tertuang dalam Kontrak,

Prestasi pekerjaan

a.

pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem
termin atau pembayaran secara sekaligus sesual yang
ditetapkan dalam 55KK.
pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan dengan
ketentuan: :
1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan
kemajuan hasil pekerjaan;
2) pengecualian untuk:
a) Pengadaan Barang/lasa yang karena sifatnya
dibayar terlebih dahulu sebelum Barang/lasa
diterima;




b) pembayaran bahan/materiai dan/atau
peralatan yang menjadi bagian dari hasil
pekerjaan yang akan diserahterimakan yangtelah
berada dilokasi pekerjaan dan dicantumkan
dalam kontrak namun belum terpasang; atau

¢} pembayaran pekerjaan yang belum selesai 100%
{seratus persen) pada saat batas akhir pengajuan
pembayaran (akhir tahun anggaran) dengan
menyerahkan jaminan atas pembayaran,

pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi

pekerjaan diterima/terpasang;
3) pembayaran dipotong angsuran uang muka, dens

(apabila ada) dan pajak; dan

4) untuk kontrak yang mempunyai subkontrak,
permintaan pembayaran dilengkapi Bulkti
pembayaran kepada seluruh subpenyedia sesuai
dengan prestasi pekerjaan.

€. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanalkan
setelah hasil pekerjaan dinyatakan diterims sesuaj
dengan berita acara serah terima hasil pekerjaan dan
bilamana dipersyaratkan dilengkapi dengan berita acars
hasil uji coba.

d. Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum
yang berlaku di bidang perdagangan.

57.3  SanksiFinansial

Sanksi finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda

keterlambatan;

3. Ganti Rugi
Sanksi ganti rugi bagi Penyedia apabila terbukti jarminan
vang tidak bisa dicairkan, terjadi kesalahan dalam
perhitungan volume pekerjaan berdasarkar hasil audit,
menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidal sesuai
dengan Kontrak berdasarkan hasil audit Besarnya sanksi
Banti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan
sebagaimana diatur dalam S5KK

b. Denda keterlambatan
besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia atas
keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari
keterlambatan adalah sebagaimana yang ditetapkan di
dalam S5KK,

58. Perhitungan 8.1 Untuk Kontrak Harga Satuan atau jtem pekerjaan dengan harga
Akhir satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan,
perhitungan akhir nilai pekerjaan berdasarkan volume
pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan
yang tertuang dalam kontrak dan dituangkan dalam Adendum

Kontrak {apabila ada)
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Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir diiakuisan
setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang
tertuang dalam kontrak dan Berita Acara Serah Terima telah
ditandatangani oleh kedua belah Pihak.

Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menangguhkan
pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika
penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajibannya.

Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis
memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak
pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai
penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk
memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

Pembayaran yang ditangguhkan disesuaikan dengan proporsi
kegagalan atau kelalaian Penyedia.

Jika dipandang periu oleh Pejabat Penandatangan Kontralk,
penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan
pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan
denda kepada Penyedia.

Pemberlakuan Penyesuaian harga pada Kontrak sebagaimana
diatur di dalam S5KK.

Penyesuaian Harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun
Jamak yang berbentuk Kontrak Harga Satuan atau item
pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan
Lumsum dan Harga Satuan yang masa pelaksanaannya lebik
dari 18 (delapan belas) bulan.

Penyesuaian Harga diberlakukan mulai dari bulan ke-12
(tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.

Penyesuaian Harga Satuan berlaku  bagi  selurub
kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan,
biaya tidak langsung (overhead cost), dan harga satuan
timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran.

Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan
jadwal pelaksanaan vyang tercantum dalam kontral
awal/Adendum Kontrak.

Penyesuaian Harga 5atuan bagi komponen pekerjaan yang
berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian
harga dari negara asal barang tersebut.

lenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibai
adanya Adendum Kontrak dapat diberikan




60.10

60.11
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60.13

penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak
Adendum Kontrak tersebut ditandatangani.

Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak
terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks
harga terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan

Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai
berikut:

Bn A Cn g Ln ]
n = I C. — B s a
e S HOAG bEU Co Da
Hn = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan
Ho = Harga Satuan pada saat harga penawaran;
a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan

overhead;

Dalam  hal penawaran tidak mencantumlan
besaran komponen keuntungan dan overheadmaka
a=0,15.

b, ¢, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga keria,
bahan, alat kerja, dsb;
Penjumlahana+b+c+d+ ... dst adalah 1,00.

Bo, Co, Do = Indeks harga komponen pada bulan
penyampaian penawaran.

Br, Co, Dn= Indeks harga komponen pada saat pekerjaan
dilaksanakan.

Koefisien komponen kontrak berdasarkan koefisien yang
digunakan dalam analisis harga satuan penawaran,

Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS

Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS,
digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansiteknis

Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagal
berikut:

Pn = I:”:n1I Vl:] + {”n:,I'VE) =+ (f!n; X V]} -+

Pn = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga
Satuan;
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H~= Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan
setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan
rumusan penyesuaian Harga Satuan;

V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang
dilaksanakan.

60.14 Hasil perhitungan Penyesuaian Harga dituangkan dalam

Adendum Kontrak setelah dilakukan audit sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENGAWASAN MUTLU

Pengawasan
dan
Pemeriksaan

Penilaian
Pekerjaan
Sementara oleh
Pejabat
Penandatangan
Kontrak

Cacat Mutu

Pengujian

Perbaikan Cacat
Mutu

Pejabat Penandatangan Kontrak berhak melakukan pengawasan dan
pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanalkan
oleh Penyedia. Apabila diperlukan, Pejabat Penandatangan Kontral
dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan
pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan
yang dilaksanakan oleh Penyedia.

62.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dalam masa pelaksanaan
pekerjaan dapat melakukan penilzian atas hasil pekerjaan
vang dilakukan oleh Penyedia.

62.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan
kemajuan pekerjaan.

Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada)
memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia
secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat
Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas memerintahlkan
Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu,
serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada)
mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab ata:s
perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa
Pemeliharaan.

Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada}
memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu
vang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan
apabila hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka
Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian
tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba
tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

B65.1 Pejabat Penandatangan Kontrak atau wunsur pengawas
(apabila ada) menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu
kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu
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B7.

65.2

tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Wutu
selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.

Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia
berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka
waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.

65.3 lika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka

65.4

waktu yang ditentukan maka:

a. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutus
kontrak secara sepihak dan Penyedia dikenakan sanksi
sebagaimana pada klausul 35.2; atau

b. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk secara
langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk cleh
Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan perbaikan
tersebut. Penyedia segera setelah menerima permintaan
penggantian biaya/klaim dari Pejabat Penandatangan
Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti
biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatangan
Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan
memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang
jatuh tempo (apabila ada) atau biaya penggantian
diperhitungkan sebagai hutang penyedia kepada Pejabal
Penandatangan Kontrak yang telah jatuh tempo.

Pejabat Penandatangan Kontrak dapat mengenakan Denda
Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat
Mutu.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Itikad Baik

Penyelesaian
Perselisihan

BE.1

66.2

66.3

BG.4

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia beriindak
berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan
hak-hak yang terdapat dalam kontrak.

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia setuju untuk
melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan
kepentingan masing-masing pihak.

Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan,
maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi
keadaan tersebut.

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban
untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hal
hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang
diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak,

67.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban

untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan semua




67.2

67.3

b7.4

perselisinan yang timbul dari atau berhubungan dengan
Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah
pelaksanaan pekerjaan ini secara musyawarah dan damai.

Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara
musyawarah dan damai, penyelesaian sengketa dapat
dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan
penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP,
Lembaga Arbitrase atau Pengadilan Negeri.

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bersama-sami
memilih dan menetapkan tempat penyelesaian senghketa dan
dicantumkan dalam 55KK,




PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEKRETARIAT DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Pusat Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak
Pulau Dompak Seri Darul Makmur - Tanjungpinang
Kode Pos 29124 Telp (0771) 4575000 Fax (0771) 4575050
Pos-cl : biro.pemda@kepriprov.go.id Laman:https:/ /kepriprov.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
Nomeor: 001/09.0009/SPMK/B.PEMDANI1/2025

Paket Pekerjaan: Pengadaan Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NMama : Drs. ZAENAL ARIFIN
Jabatan : PIt. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kepulauan Riau
Alamat : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kepulauan Riau

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor; 001/09.0009/SPK/B PEMDAMNII2025
tanggal 10 Juli 2025, bersama ini memerintahkan:

Nama :CV.SEMANGAT JAYA

Alamat : JI. Menur No. 100 B, Desa/Kelurahan Sei Jang, Kec. Bukit Bestari,
Kota Tanjungpinang

yang dalam hal ini diwakili oleh: MICHA

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-keteniuan
sebagai berikut:
1. Paket pengadaan: Pengadaan Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi,

2. Tanggal mulai kerja: 10 Juli 2025;

3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;

4. Waktu penyelesaian: selama 7 (tujuh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai

pada tanggal 16 Juli 2025 |




5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan ‘
Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dan nilai

SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Tanfungpinang, 10 Juli 2025

Untuk dan atas nama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Setda Provinsi Kepulauan Riau
Pejabat Penandatangan Kontrak

NIP: 19660514 199003 1 013

Menerima dan menyetujui:
tuk dan atas nama CV. SEMANGAT JAYA




5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekeriaan
Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai

SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK,

Tanjungpinang, 10 Juli 2025

Untuk dan atas nama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Setda Provinsi Kepulauan Riau
Pejabat Penandatangan Kontrak

b

s
| %
Drs. ZAENAL ARIFIN

Pembfnjé!‘ k! (IV/B)
NIP: 19680514 199003 1 013

Merjérima dan menyetujui:
Untdk dan atas nama CV. SEMANGAT JAYA

MICHA
Dhirektfur




BAB IIl. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. UMUM

1. Lingkup
Pekerjaan

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1

Peserta menyampaikan penawaran atas paket
Pengadaan Jasa Lainnya dengan kode Rencana Umum
Pengadan (RUP) sebagaimana tercantum dalam LDP.

Mama paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam
LDP.

Uraian singkat paket pengadaan sebagaimana tercantum
dalam LDP.

lenis Kontrak sebagaimana tercantum dalam LDP.

Peserta yang ditunjuklberkewajiban untuk menyelesaikan
pekerjaan dalam jangka waktu berdasarkan ketentuan
vang terdapat dalam kontrak dengan mutu sesuai
spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.

Mama Satuan Kerja/Perangkat Daerah sebagaimana
tercantum dalam LDP.

Mama Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam
LDP.

Alamat Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum
dalam LDP.

Website Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/Peranghkat
Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.10 Website SPSE sebagaimana tercantum dalam LDF,
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2. Sumber Dana Pengadaan ini dibiayai darl sumber pendanaan sebagaimana

tercantum dalam LDP.

3. Pelanggaran Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini
Terhadap berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak

Aturan melakukan tindakan sebagai berikut:

Pengadaan a.

4. Larangan 4.1
Pertentangan
Kepentingan

4.2

4.3

berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan dalam
bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan
penyedia yang bertentangan dengan Dokumen
Pengadaan Langsung, dan/atau peraturan perundang-
undangan;

membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau
keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi
persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Langsung ini

Semua pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan
perannya, menghindari dan mencegah perienlangan
kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung
yang berakibat persaingan usaha tidak sehat.

Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada

klausul 4.1 antara lain meliputi:

a. Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai
Pejabat Penandatangan Kontrak/Pejabat Pengadaan
pada pelaksanaan pengadaan di
Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah.

b. Pejabat Penandatangan Kontrak/Pejabat Pengadaan
baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan
atau menjalankan badan usaha Penyedia.

Peserta dilarang melibatkan pegawai
Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah sebagai
pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau
tenaga kerja kecuali cuti di luar tanggungan Negara.




Legalitas

Administrasi a.

¥ b.

Peserta C.

2.
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B. PERSYARATAN KUALIFIKASI

5. Persyaratan 5.1 Untuk peserta yang berbentuk badan usaha, persyaratan
Kualifikasi kualifikasi administrasi/legalitas meliputi:

memiliki izin usaha sebagaimana tercantum dalam LD®;
memiliki bidang pekerjaan sebagaimana tercantum
dalam LDP;

memiliki Nemor Induk Berusaha (NIB) atau Tanda
Daftar Perusahaan (TDP);

. memiliki  status wvalid keterangan Wajib Pajak

bardasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajalk;

. mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor

dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik

sendiri atau sewa;

secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan

diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:

1) Akta Pendirian Perusahaan dan/alau
perubahannya;

2} Surat Kuasa (apabila dikuasakan);

3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan
pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan

4) Kartu Tanda Penduduk.

Pakta Integritas;

1) tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi,
dan/atau nepotisme;

?) akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika
mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi
dan/atau nepntilsrne calam proses pengadaan ini.

3) akan mengikuti proses pengadaan secara bersih,
transparan, dan profesional untuk memberikan hasil
kerja terbalk sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan

4) apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam

i




angka 1), 2) dan/atau 3) maka bersedia menerima
sanksi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

h. Surat pernyataan’ yang ditandatangani/disetujui

Peserta yang berisi:

1) yang bersangkutan dan manajemennya lidak dalam
pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan
usahanya tidak sedang dihentikan;

2} badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar
hitam;

3) vang bertindak untuk dan atas nama badan usaha
tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam
lain;

4) keikutsertaan yang bersangkutan lidal
menimbulkan pertentangan kepentingan;

5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha
tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;

6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai
pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daserah
atau pimpinan dan pengurus badan usaha sehagai
pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
yang sedang m_engambil cuti di luar tanggungan
Negara; dan

7) Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan
dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan
jika dikemudian hari ditemukan bahwa
data/dokumen vang disampaikan tidak benar dan
ada pemalsuan maka Peserta bersedia dikenakan
sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam
daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau
pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

5.2 Untuk peserta perseorangan, persyaratan kualifikasi
administrasi/ legalitas meliputi:




a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
untuk menjalankan kegiatan/usaha.

b. Memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperli
Kartu Tanda Penduduk (KTP/Paspor/Surat Keterangan
Domisili Tinggal);

c. Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak
berdasarkan hasil konfirmasi status Wajib Pajak;

d. Surat Pernyataan Pakta Integritas.

e. Surat pernyataan yang ditandatangani Feserta yang
berisi:

1) Tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;

2) Keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan
kepentingan pihak yang terkait;

3} Tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau
sedang menjalani sanksi pidana; dan

4) Tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang
bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan
Negara.

5.3 Untuk pengadaan langsung yang menggunakan bukti
pembayaran atau kuitansi hanya dipersyaratkan
memenuhi kualifikasi administrasi memiliki identitas
kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda
Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili
Tinggal.

6 Persyaratan 6.1 Untuk peserta yang berbentuk badan usaha, persyaratan

Kualifikasi kualifikasi teknis meliputi:

Teknis

Peserta a. Memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagal
berikut:

1) Penyediaan jasa pada divisi yang sama paling
kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun wakiu 1
(satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah
maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;

2) Penyediaan jasa sekurang-kurangnya dalam
kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu)
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pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir
baik di lingkungan pemerintan maupun swasia,

termasuk pengalaman subkontrak;,

b. Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru
berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki
pengalaman dikecualikan dari ketentuan pengalaman
sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) dan 2)
untuk paket pengadaan dengan nilai sampai dengan
paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima
ratus juta rupiah)

c. Memillki kemampuan untuk menyediakan sumber
daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam
proses penyediaan termasuk layanan purna jual (jika
diperlukan).

6.2 Untuk peserta perorangan, persyaratan kualifikasi teknis
meliputi:
a) Memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan jasa
lainnya; dan
b) Memiliki tempat/lokasi usaha

6.3 Untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan bukii
pembayaran atau kuitansi hanya dipersyaratkan memenuhi
kualifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam angka 6.2
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C. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

7 Isi Dokumen Dokumen Pengadaan Langsung terdiri dari

Pengadaan a.

Langsung b.
¢
d
e
f.
g.
h

Undangan Pengadaan Langsung;
Instruksi Kepada Peserta (IKP);
L embar Data Pemilihan (LDP);

_ Daftar Kuantitas dan Spesifikasi Teknis;
. Formulir Dokumen Penawaran:

Pakta Integritas;
Formulir Isian Kualifikasi; dan

. Rancangan Surat Perintah Kerja (SPK) atau Rancangan

Surat Perjanjian pada Pengadaan Langsung untuk
percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua

dan Provinsi Papua Barat
1

D. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

8 Dokumen 8.1
Penawaran
dan
Kualifikasi
8.2

Dokumen Penawaran terdiri dari Penawaran Administrasi,
Penawaran Teknis, Penawaran Harga, Pakta Integritas,
dan Formulir Isian Kualifikasi dan disampaikan melalui
SPSE.
Dokumen Penawaran Administrasi yang terdiri dari:
a. Surat Penawaran, yang didalamnya mencantumkan :
1) tanggal;
2) masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum
dalam LDP;
3) harga penawaran {dalam angka dan huruf); dan
4) tanda tangan oleh :

a) direktur utama/pimpinan
perusahaan/pengurus koperasi;

b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan
perusahaan/pengurus koperasi yang nama
penerima kuasanya tercantum dalam akte
pendirian/anggaran dasar;

c) pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan

perusahaan/ pengurus koperasi yang namanya




8.3

b.
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tidak tercantum dalam alta
pendirian/anggaran dasar, sepanjang pihak
lain  tersebut adalah pengurus/ karyawan
perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus
sebagal tenaga kerja tetap dan mendapat
kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah
dari direktur utama/pimpinan
perusahaan/pengurus koperasi berdasarkan
akta pendirian/anggaran dasar; atau
d) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh
kantor pusat.
Surat Kuasa dari  direktur  utama/pimpinan
perusahaan/pengurus koperasi kepada penerima
kuasa (apabila dikuasakan);

Dokumen Penawaran Teknis yang terdiri dari:

.

Spesifikasi teknis barang (karakteristik fisik, detail
desain, toleransi, material yang digunakan,
persyaratan pemeliharaan dan persyaratan operasi),
dilengkapi dengan conteh, brosur, dan gambar-
gambar;

b. Metode pelaksanaan pekerjaan:

o

T b O
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lenis, kapasitas, dan komposisi dan jumlah peraiatan
yang disediakan;

. Standar produk yang digunakan;

Garansi;

Asuransi;

Sertifikat/izin/hasil uji mutu/teknis;
Layanan purna jual;

Tenaga teknis/terampil;

langka waktu pelaksanaan sebagaimana tercantum
dalam LDP;

ldentitas (merek, jenis, tipe).




PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEKRETARIAT DAERAH

Pusat Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Dacng Cel
Pulau Dompak Seri Darul Makmur - Tanjungpinang
Kode Pos 29124 Telp (0771) 4575000 Fax (0771) 4575050

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Firing

Pos-cl : biro.pemda@kepriprov.go.id Laman:https:/ fkepriprov.go.it

al

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
Nomaor: 001/09.0009/SPMK/B.PEMDA/NII/2025

Paket Pekerjaan: Pengadaan Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konsltruksi

Y¥ang bertanda tangan di bawah ini:

MNama : Drs. ZAENAL ARIFIN

Jabatan : PIt. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kepulauan Riau

Alamat : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kepulauan Riau

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 001/09.0009/SPK/B.PEMDANII2025
tanggal 10 Juli 2025, bersama ini memerintahkan:

Nama :CV. SEMANGAT JAYA

Alamat :JI. Menur No. 100 B, Desa/Kelurahan Sei Jang, Kec. Bukit Bestari,
Kota Tanjungpinang

yang dalam hal ini diwakili oleh: MICHA

selanjutnya disebut sebagai Penyedia:

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-keteniuan
sebagai berikut:
1. Paket pengadaan: Pengadaan Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi:

2. Tanggal mulai kerja: 10 Juli 2025;

3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK,

4. Waktu penyelesaian: selama 7 (tujuh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai

pada tanggal 16 Juli 2025




5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan
Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai

SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Tanjungpinang, 10 Juli 2025

Untuk dan atas nama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Setda Provinsi Kepulauan Riau
Pejabat Penandatangan Kontrak

-

Drs. ZAENAL ARIFIN

Pembf:y.i {Ivib)
NIP: 1 0514 199003 1 013

Menerima dan menyetujui:
Ufjtuk dan atas nama CV. SEMANGAT JAYA

MICHA
Direktur




5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekenaan
Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai

SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK

Tanfungpinang, 10 Juli 2025

Untuk dan atas nama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Setda Provinsi Kepulauan Riau
Pejabat Penandatangan Kontrak

frl -

i

Drs. ZAENAL ARIFIN

Pembr’njéf k.1 (IV/B)
NIP: 19860514 199003 1 013

Merjerima dan menyetujui:
Untyk dgn atas nama CV. SEMANGAT JAYA

MICHA
Direktur




BAB . INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. UMUM

1. Lingkup
Pekerjaan

1.2

13

1.4

15

1.6

B

1.8

1.9

Peserta menyampaikan penawaran atas paketl
Pengadaan Jasa Lainnya dengan kode Rencana mum
Pengadan (RUP) sebagaimana tercantum dalam LDF

Nama paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam
LDP.

Uraian singkat paket pengadaan sebagaimana tercantum
dalam LDP. '

Jenis Kontrak sebagaimana tercantum dalam LDF.

Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan
pekerjaan dalam jangka waktu berdasarkan ketantuan
yang terdapat dalam kontrak dengan mutu sesual
spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.

Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah sebagaimana
tercantum dalam LDP.

Nama Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam
LDP.

Alamat Pejabat Pengadaan sebagaimana lercanium
dalam LDP.

Website Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.10 Website SPSE sebagaimana tercantum dalam LDF.
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8.4 Dokumen Penawaran Harga yang terdiri dari:

a. Rincian harga penawaran (Daftar Kuantitas dan
Harga);

b. Jumlah total harga penawaran;

c. Biaya overhead dan keuntungan serta semus pajak,
bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah serta biaya
asuransi (apabila diperlukan) yang harus dibayar oleh
penyedia untuk pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya
ini d]aerhitungkaﬁ dalam total harga penawaran.

85 Dokumen kualifikasi terdiri dari Pakta Integritas dan
Formulir lsian Kualifikasi harus diisi lengkap dan
ditandatangani oleh pihak sebagaimana tercantum pada
klausul 8.2 huruf a butir 4)

E. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN -

9 Penyampaian Penyedia menyampaikan langsung Dokumen Penawaran
Dokumen kepada Pejabat Pengadaan sesuai jadwal sebagaimana
Penawaran tercantum dalam SPSE

F. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

10 Pembukaan 10.1 Dokumen Penawaran dibuka sesuai jadwal sebagaimana
Penawaran tercantum dalam SPSE.

10.2 Pejabat Pengadaan memeriksa kelengkapan Dokumen
Penawaran, yang meliputi:
. Surat penawaran;
. Surat kuasa (apabila dikuasakan);
. Dokumen penawaran teknis;

a
b
c
d. Dokumen penawaran harga;
e. Pakta Integritas; dan

i

Formulir Isian l{ualifikasi.
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11 Evaluasi 11.1 Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang
dan meliputi:
Negosiasi a. evaluasi administrasi dan kualifikasi
Penawaran b. evaluasi teknis; dan

c. klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.

11.2 Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi :

a. Penawaran  dinyatakan memenuhi  persyaratan
administrasi, apabila surat penawaran memenuhi
ketentuan sebagai berikut:

1) ditandatangani oleh pihak sebagaimana klausul 8.2
huruf a butir 4);

2) mencantumkan penawaran harga,

3) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidalk
kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam
LDP; dan

4) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan  yang
ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana
tercantum dalam LDP.

b. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan administrasi,
Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung
gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.

¢. Evaluasi Kualifikasi dengan ketentuan:

1) Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur,

2) Evaluasi kelengkapan dan keabsahan Pakta
Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi, sesuai
dengan persyaratan kualifikasi pada klausul b dan 6.

3) Apabila pen}redfa tidak memenuhi persyaratan
kualifikasi, Pejabat Pengadaan  menyatakan
Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku
Usaha lain.

11.3 Evaluasi Teknis:
a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang

memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi;




o b

_unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang

ditetapkan sebagaimana yang tercantum di spesifikasi;
evaluasi teknis dilakukan dengan evaluasi kualifikas
teknis dengan me-nilai pemenuhan kriteria evaluasi
memenuhi atau tidak memenuhi (pass and faill,

. Pejabat Pengadaan menilai persyaratan teknis minimal

yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum di
spesifikasi;

. Penilaian syarat teknis minimal dilakukan terhadap

Dokumen Penawaran Teknis sebagaimana terdapat
pada klausul 8.3.

lika peserta tidak memenuhi persyaratan teknis.
Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung
gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.

11.4 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga:

a.

C.

Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan
negosiasi teknis dan harga.

. Pejabat Pengadaan bersama dengan peseria

membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi.
Apabila klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai
kesepakatan, maka Pejabat Pengadaan menyatakan
Pengadaan Langsung gagal, dan dilakukan Pengadaan
Langsung ulang mengundang Pelaku Usaha lain.

12 Pembuatan 12.1 Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil

Berita Acara Pengadaan Langsung.
Hasil _
Pengadaan 12.2 Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung harus memual
Langsung hal-hal sebagai berikut:
a. tanggal dibuatnya Berita Acara

b. Nama dan alamat peserta;

c. harga penawaran dan harga hasil negosiasi:
d.
e

.keterangan—keteraﬁgan lain vang dianggap periu

unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); dan

(apabila ada).




G.PENERBITAN SPPBJ DAN PENANDATANGANAN KONTRAK

13 Penerbitan

SPPEJ

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

Pejabat Pengadaan menyampaikan laporan hasil
Pengadaan Langsung kepada Pejabat Penandatangan
Kontrak dengan melampirkan Berita Acara Hasil
Pengadaan Langsung.

Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum menerbitkan

SPPBJ melakukan review atas laporan hasil Pengadaan

Langsung untuk memastikan:

a. bahwa proses Pengadaan Langsung sudah
dilaksanakan sesuai prosedur; dan

b. bahwa calon Penyedia memiliki kemampuan untuk

melaksanakan Kontrak.

Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menyetujui
hasil Pengadaan Langsung, maka Pejabat
Penandatangan Kontrak menerbitkan SPPBI.

Pejabat Penandatangan Kontrak mengirimkan 5SFPPEI
kepada calon Penyedia dan memasukkan data 5PPEJ
pada SPSE.

Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak tidak
menvetujui hasil Pengadaan Langsung, maka Pejabat
Penandatangan Kontrak menyampaikan penolakan
kepada Pejabat Pengadaan dengan disertai alasan dan
bukti. Selanjutnya Pejabat Penandatangan Kontrak dan
Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama
terkait perbedaan pendapat atas hasil Pengadaan
Langsung.

Dalam hal tidak: tercapai kesepakatan, maka
pengambilan keputusan atas hasil pemilihan diserahkan




14 Penandatan
gan-an
Kontrak

14.1

14.2

14.3

=20 -

kepada PA/KPA paling lambat & (enam) hari kerja setelah
tidak tercapai kesepakalan.

Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia wajib
memeriksa rancangan kontrak yang meliputi substansi,
hahasa, redaksional, angka dan  hurul serta
membubuhkan paraf pada setiap lembar kontrak.

Banyaknya rangkap ‘kontrak dibuat sesuai kebutuhan,
yaitu:
a. sekurang-kurangnya 2 (dua) kontrak asli, terdiri dari:
1) Kontrak asli pertama untuk Pejabat Penandatangan
Kontrak dibubuhi meterai pada bagian vang
ditandatangani oleh penyedia; dan
2) Kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi meterai
pada bagian vang ditandatangani oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak;
b. rangkap kontrak lainnya tanpa dibubuhi meterai,
apabila diperlukan.

Pihak yang berwenang menandatangani kontrak atas
nama Penyedia adalah sebagaimana dimaksud pada
klausul 8.2 huruf a butir 4).
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BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

LEMBAR DATA PEMILIHAN
Bagian IKP No. |Isian Ketentuan :
IKP
1. LINGKUP PEKERJAAN| 1.1 Kode RUP : 53971172

1.2 -{Narﬁa paket pengadaan : Belanja Bahan-Bahan
Bangunan dan Konstruksi

1.5 Uraian singka; paket pengadaan PF!|{-I'.=-!!-'}::-F_I-I-'.I_
pemasangan treatment dinding fin. HPL, Pekerjaan
pemasangan partisi gypsum, Pekerjaan pengecalan
partisi gypsum, Pekerjaan pembuatan pintu fin. HFL,
Pekerjaan pembuatan angin-angin uk. F.250 cm » 1.50
cm di Biro Pemerintahan dan Otonomi [Daerah
Sakretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

14 lenis Kontrak fang digunakan :-ééb;g.e-m Lumsum

dan Harga Satuan

1.6 Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah :@ Biro
Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat
Daerah Provinsi Kepulauvan Riau

1.7 Nama Pejabat Pengadaan : Pejabat Pengadaan pada
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat
Daerah Provinsi Kepulauan Riau

18 Alamat Pe]abat Pengadaar{ 1 Héntor Biro PBIJ SEtt'Il_ﬁ--
Provinsi Kepulauan Riau

19 WeﬁsffE*Saluan Kerja/Kementerian/Lembaga/
Perangkat Daerah : www.kepri.net

1.10 Website SPSE : lpse. keprigo.id
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2. SUMBER DANA

Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pegl-tlla-l;aa"l

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Biro

Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat

Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran

2025

5. PERSYARATAN

51.a

Surat Izin Usaha : SIUP Kode KBLI 41012 dan atau

kalender

KUALIFIKASI sesuai lingkup pekerjaan.
ADMINSISTRASI/
LEGALITAS PESERTA | 5.1.b | bidang pekerjaan : Kontruksi Gedung Perkantoran
8. DOKUMEN 8.2.a | Masa berlaku surat penawaran :
PENAWARAN DAN 5 (lima) hari kalender
KUALIFIKASI _
8.3.j | Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan : 7 (tujuh) hari
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BAB V. DAFTAR KUANTITAS, SPESIFIKASI TEKNIS DAN/ATAU GAMBAR

Kelerangan

Dafiar Kuantitas, Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar  diisi oleh Pgjabal Pengadaan
berdasarkan daftar pekerjaan yang terdapat dalam rincian TIPS vang ditetapkan oleh PPK untuk
menandalangam Konlrak,

Spesifikasi teknis dan gambar diisi oleh Pejabal Pengadaan berdasarkan spesifikasi teknis dan
gambar yang {elah ditetapkan aleh.

Spesifikasi dapat divraikan berupa antara lain:
Karakteristik; vkumn, dimensi, bentuk, bahan, warma, komposisi, dan [ain-
lain;
Kinerja: ketahanan, efisiensi, batas pemakaian, dan lain-lain;
Standar vang digunakan: SWI, TS, ASTM. 150 dan lain-lain;
Pengepakan;
Cara pengiriman;
dan lain-lain

e — S

No . U raian Spesifika Satuan Volume

Pekerjaan si Teknis
dan/atau
Gambar
1. | Pekerjaan M2 16
pemasangan '

treatment
dinding fin. HPL,
Pekerjaan

pemasangan
partisi  gypsum,
Pekerjaan
pengecalan
partisi  gypsum,

f Pekerjaan
! pembuatan pintu
| fin. HPL,
Pekerjaan
pembuatan
angin-angin uk.
P.250 em x T.50




cmpada Biro
Pemerintahan
dan Otonomi
Daerah
Sekretariat
Daerah Provinsi
Kepulauan Riau
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SPESIFIKASI TEKNIS

BELANJA BAHAN-BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI

PEK.PEMBUATAN TREADMENT DINDING FIN.HPL

Bahan dasar rangka treadmen! dinding dari multiplek 12mm di lapisi mulliplek 8mm dan
multiplek 4mm fin.HPL.

Ukuran treadment dinding di sesuaikan dengan ukuran lapangan,

Sambungan antara rangka menggunakan Paku |, paku U, Baut.

Penempelan pada multiplek menggunakan lem kuning.

PEK.PEMASANGAN PARTISI GYPSUM

Bahan dasar partisi gypsum yaitu seng partisi dan gypsum tebal Smm
Ukuran partisi disesuaikan dengan gambar kerja.

Sambungan antara rangka menggunakan baut gypsum atau paku tembok,
Finishing partisi menggunakan joint tape dan dempul,

PEK.PENGECATAN PARTISI GYPSUM

Sebelum memulal pengecatan permukaan partisi terlebih dahulu di bersihkan,
Pengecalan menggunakan cat setara nipponfjotun
Luas pengecatan sesuai dengan lokasi kerja.

PEK.PEMBUATAN PINTU HPL

Bahan dasar rangka pintu dari multiplek 12mm, di lapisi multiplek 4mm finishing HPL.
Pintu dengan ukuran L.80cm x T.210em.

Sambungan antara rangka menggunakan Paku I, Paku U, Baut.

Penempelan antara multiplek menggunakan Lem Kuning.

Finishing pintu di lengkapi dengan engsel 4" dan kunci.

PEK.PEMBUATAN ANGIN-ANGIN UK.P.250 cm x T.50 cm

Bahan dasar angin-angin terbuat dari alumunium Hollow 3x1 5 dan U 1/2 kaca lebal Smm
Ukuran angin-angin P.250cm x T.50cm

Sambungan antara rangka menggunakan Baut dan paku rivet.

Tanjungpinang, 09 Juli 2025
CV. SEMANGAT JAYA
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PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEKRETARIAT DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Keta Piring
Pusat Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Dacng Celak
Pulau Dompak Seri Darul Makmur - Tanjungpinang
Kode Pos 20124 Telp (07T71)4575000 Fax (0771) 4575030
FPos-el : birﬂ.pnmda@kepripr:w.gu.jd Laman:https:/ /kepriprov.go.id

Tanjungpinang, 9 Juli 2025

Nomor : 001/09.0009/SPPBJ/B.FEMDANIN2024
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.
CV. SEMANGAT JAYA
di-

Tempat

Ferihal: Penunjukan Penyedia Jasa Lainnya untuk Pelaksanaan Belanja Bahan-Bahan
Bangunan dan KonstruksiPemeliharaan/

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara tanggal 9 Juli 2025 tentang
Perihal: Penawaran Pekerjaan Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi dengan
hasil penawaran harga sebesar Rp. 36.101.640,00,- (tiga puluh enam juta seratus satu ribu
enam ratus empat puluh rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara
diharuskan menandatangani SPK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterbitkannya
SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan
evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam
Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa beserts
perubahannya.

Pit. BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONCMI DAERAH
SETDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU,
Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen

Drs. EAéNAL ARIFIN
Pembina [TK. | (IV/b)
NIP. 196605141990031013

Tembusan;
1. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau selaku Pengguna Anggaran;
2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau:

3. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda
Provinsi Kepulauan Riau.




HARGA PERKIRAAN SENDIRI [ HPS )

Fekarjaan : Belanja Bahan-Bahan Dangunan dan Kensiruksi
Spesifikasi: Partisi Interior dengan Backdrop Bahan Multiplek dan Finishing HPL (Tanjungpinang]
Lokasi ;. Tanjungpinang
Tahun Anggaran ;2025
- H-r.r  Uralan Pakarjaan -_ I Valums . Harga Satuan jumiah Harga
1 |Pekerjaan Pemasangan Treatment Dinding Fin, HPL 290 m2 Rp 1.350,000,00 | Rp i 3 Ic-II‘_'L'._fI;:I_ﬂ':‘
2 |Pekarjasn Pemasangan Pastis Gypium 40,00 m2 Rp 350.000,00) Rp 14, EW30L 000, 50
3 |Pekerjaan Pengecatan Partisi Gypsum 83,00 ma2 fip G200, 00 Rp_ % B58.000,00
4 [Pekerjaan Pembualan Fintu Fin. HPL 2,00 unit Rp 3.500.000,00 | Rp F000.000,00
5 |Pekerjaan Pombuatan Angin-angin Uk. P, 250 em = T, 580 cmi 1,00 unit Ap 1.800.000,00 ﬂ:'-|1 - _1_11.:(“5
JUMLAH lt‘p_h 32.574.000,00
PPn11%| Rp a 3.583.140,00
TOTAL| mp = 36,157, 1440,00




DAFTAR RINCIAN
HARGA PERKIRAAN SENDIRI

Peherjaan + Partisi Interior dengan Bacld rop Bahan Muoltiplek Fin. HPL
Lolcasi i Biro Pemerintahan dan Otonomi Daernh Provinsi Kepulauan Rino, Dompalk - Kepulauan Rinun
Taliwn Anggiran : 1025
. HARGA SATUAN JUMLAT HARGA
it URAIAN PEKERJAAMN SAT| VOL
Hp. Rp.
[ (] c i ] ?—- {d x g
I | Pek. Pemacangan Treatment dinding Fi, HPL Mz 290 R 1.350.000 | 12p 3 015,000
3 ek, :'ETIJ-:FF-’.'IF'[I I‘ilﬂ'isl G}"P?J.m M2 4‘]’..':'[] R‘P 350000 RI" 14000000
3 | Pek. Pengecatun Partisi Gypsum 2 G300 Rp A3.000 | Bp 5 259000
4 | Pek. Pembuatan Pintu Fin. HPL LINTT 2.00 Rp 3.500.000 | Bp 7000, )
| 5 | Pek Pembuatan Angin-Angin Uk, P.250CM x LINIT 1,00 Rp 1800000 | kp | BA0.000
JUMLAH| Bp 32.574. 44
FPN 11%] Rp 3583140
TOTAL| Rp 36157040
FEMBULATAN] B 36,157 0HH)
Terhilang : Tign Puluh Enom Juta Seratas Lima Polah Tujnh Ribo Rupiah,-
Tanjungpinang, Tuli 2025

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

BIRO PEMERINTAHAN DAN (VFONOME DAER AN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

.‘éf’f _
h/

|
Drs ZAENAL ARIFIN
Pembinm . 1 {1V

Wlﬂﬁﬁildlﬂﬂﬂﬂﬂm]




SPESIFIKASI TEKNIS
PARTISI INTERIOR DENGAN BACKDROP BAHAN MULTIPLEK FIN, HPL

PEK.PEMBUATAN TREADMENT DINDING FIN.HPL

e  Bahan dasar rangka treadment dinding dari multiplek 12mm di lapisi multiplek Smm dan
multiplek 4mm fin.HPL.

e Ukuran treadment dinding di sesuaikan dengan ukuran lapangan.

e Sambungan antara rangka menggunakan Paku |, paku U, Baut.

*  Penempelan pada multiplek menggunakan lem kuning.

PEK.PEMASANGAN PARTISI GYPSUM

« Bahan dasar partisi gypsum yaitu seng parfisi dan gypsum tebal Smm.

»  Ukuran partisi disesuaikan dengan gambar kerja.

» Sambungan antara rangka menggunakan baut gypsum atau paku tembok.
« Finishing partisi menggunakan joint tape dan dempul.

PEK.PENGECATAN PARTISI GYPSUM

»  Sebelum memulai pengecatan permukaan partisi terlebih dahulu di bersihkan
« Pengecatan menggunakan cat setara nipponfjotun

« Luas pengecatan sesuai dengan lokasi kerja.

PEK.PEMBUATAN PINTU HPL

» Bahan dasar rangka pintu dari multiplek 12mm, di lapisi multiplek 4mm finishing HPL
*  Pintu dengan ukuran L.80cm x T.210cm.

«  Sambungan antara rangka menggunakan Paku |, Paku U, Baut

* Penempelan antara multiplek menggunakan Lem Kuning.
=  Finishing pintu di lengkapi dengan engsel 4" dan kunci.

PEK.PEMBUATAN ANGIN-ANGIN UK.P.250 cm x T.50 cm
» Bahan dasar angin-angin terbuat dari alumunium Hollow 3x1,5 dan U 1/2 kaca tebal 5mm
*  Ukuran angin-angin P.250cm x T.50em

= Sambungan aniara rangka menggunakan Baut dan paku rivet.

Tanjungpinang,  Juli 2025
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU




BAB Il. UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAL
SEKRETARIAT DAERAH

Pusat Pemerintalian Provinsi Kepulanan Biau Bandar Seri Kota Pinng
Kawazan Perkantoran Sultan Mahmud Riavat Syah Gedung Daeng Celak
Pulau Dompak Seri Darul Makmur - Tanjungpinang
Kode Pas 29124-Telp. (0771} 4575000 Faksimile (0771) 4575050
Pos-el : hiro.pemda@kepriprov.go.id Laman @ hitps:epriprov.go id

Momar :01/UND.PL/PP PKT 01-B.PEM-OTDAS2025 Tanjungpinang, 07 luli 2025

Lampiran : 1 {satu) berkas

Kepada Yth,
CV. SEMANGAT JAYA

di Tempat

Perihal : Pengadaan Langsung untuk Paket pekerjaan Belanja Bahan-Bahan Bangusan e
Konstruksi pada Biro Pemariniahan dan Otonemi Daerah Sekretariat Daerah Provins Kepuianan R
Tahun Anggaran 2025

[ Cengan ini Saudara kami undang untuk mengikuli proses Pengadaan Langsung secara elellromi,

| pada paket Pengadaan Jasa Lainnya szhagai berikut;

! 1. Faket Pengadaan
Mama Faket Pengadaan ¢ Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Kanstruksi
[ Linghup Pakerjaan . Pekerjaan interior dan pemasangan partisi Ruang Keijs
pada Biro Pamerintahan dan Otonomi Daerah Sekratarial
[ Daerah Pravinei Kepulauan Risy
Milai Total HPS ¢ PRp. 36.157.140,00 (Tiga Pulub Enam luta Seratus Lime
Puluh Tujub Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah)
Sumber Pendanaan . APBD Biro Pemarintahan dan Otonami Dasrah Sekretanial

Daerah Provinst Kepulavan Riau Tahun Anggaran 2025

2. Pelaksanaan Pengadaan
Tempal dan Alamat :  Kantor Biro Pemarintahan dan Otonomi  Dasrah
Sekretariat Daarah Provinsl Kepulauan Riaw, dfa. Fuzat

Pemerintahan Provinsi Kepulauvan Rlav Bandar Serl

Kota Piring, Kawasan Ferkantoran Sultan Mahmud |




Riayat Syah Gedung Daeng Celak, Pulau Dampak Ser
Darul Makmur - Tanjungpinang

Telp/Fax < {D771) 4575050

Website LPSE + http//ipse kepripraov, go.id

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung

sesual dengan jacwal pelaksanaan sebagai barilul:

— —

Mo Kegdiatan ' Hari/Tanggal Waltu _
a, F'ErnEISL.'lCEIr-ﬁ dan FPembukaan i Senin, 07 Juli .?Elig_ 1500 WIB s.d.
Daokumen Penawaran I 5., Rabu, 09 Juli 08.00 Wig |
2025
b, Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan | Senin, 07 Juli 2025 | 0B.01 WiBsd
Megosiasi Harga 17.00wWig
. Fenandalanganan SPK Ka;ﬁs. 10 Juli 2025

ladwal sebagaimana dimaksud tercantum pada SPSE. Apabila Saudara membutuhkan kelerangsn
dan penjelasan lebih lanjut, capat menghubungi kami sesuai alamat tersebut di 2las sampa dengan
batas aknhir pamasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.
FPejabat Pengadean pada Biro Pemerintaban dan (Monomi Daerah Sekretariat Daerah

Frovinsi Kepulauan Riau,

KARTIKA'EKA PUTRI, SH
MIP. 19860403 201101 2 009




I . Pemelihnrann Barang Milik Docrah Pemunpang
REGLATAN " Urusan Pemenniahan Dasrmh

BERTTA ACARA

NEGOSIAS] PENAWARAN FERERJAAN

NOMOR
FEEER[AAN Betnnpa Bahan-Bahan Bangunan dan Konsiruks
ITANGGAL
LOVEASL Tanjengpiinng LAMPIRAN

Q1 BAEMNSTR PTAKET O1 /8 PEM-OTDAS 2025

0 Juli 2025

1 {aalu ¥ Berkas

Pada kar tm Rabu banggal Sernbilan bulan Juli lhus Dua Kile Dua Pulub Lima, kami yang Pertanda tangan dibawak im Pepial Perigadann
Bnrang/Jasn Biro Pemerintahan dan Otonomi Dacrah Sckretarial Dnerah Provinsi Kepulnuan Rian yang diangkal berdasarkan Kepnmsan Cubernny
Kepulauan Riau Nomer : 28/KFTS-1.5/1/2024 Tanggal 02 Januari 2024 iclah mengadakan Megoism terhadap Penawamn sebaganinnma teriam e,

Ferdnsarican Negoisasi scsuni dengan lampiran lersebut, maka Fejabat Femgndnan Barang/Jasa Biro Femerintahan dan Otencmi Daerah Sekrelarin

[Caerah Provinel Kepulsuan Riau sepakal untuk menetapkan penvedia schagai benkui:

Nimn perusahnan 1 GV SEMANGAT JAYA

Alnmint Perusahann i JI. Menur Mo, 100 B, Desa/Kelamban Sci, Jang, Kee. Bokil Bestri
NI'WTF o DZ4B3.034.1-214.000

1S i Rp 3R0T, 140,00

Harga Fenawnaran v Ep 36.101.640,00

Harga MNegosiasi : Rp Fa O 1000

Whaktu Felaksanann i ¥ ttujuh) hari kalender

Demikinng Berstn Acarn Ncs_.;uisasi ini dilacnt dnl.sn'rl m:ngqllnﬂ dalam rnn_sjr.-u.p 5 (Fmn} untuk dapat d'i]'.\c'rgl:mu kan seperhinym

Fejubni Fengadasn Boramg/Jasa
Biro Femenintahan dan Otonomi Dacrah Sckretanat Daernh
Provinsd Kepilnusn Kiau

Tahun A

ran 2025

Penata Th. | {111/d}
NIP. T9RE0403 201 100 2 000
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DAFTAR HADIR KLARIFIEAST DAN NEGOSIAS]

Nomeor ; 01/DH-KPE/FF PAKET 01/BIRQ-FEMOTDA /20253

SKrp . Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kepulauan Riau
Fekerjaan : Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi

Sumber Pendanaan : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepri Tahun 2025

Lokasi : Tanjungpinang

NO. MNAMA PESERTA FELELANGAN

WAKIL PERUSAHAAN / JABATAN

1. [CV. SEMANGAT JAYA

Direkiur

Refermmgan ; landy figgan disertan cap perasshaan

FEJABAT FENGADAAN YANG MELAKUEAN ELARIFIKASI DAN PEMBUKTIAN KUALIFIEASI

NQ, MAMA

JABATAN

TA.NIJ/! TANGAN

1. |KARTIEA EKA FUTRL SH

FFB] AHLI MUDA




TABEL EVALUASI KUALIFIKASI DAN FEMBUKTIAN KUALIFIKASI

Prket Pekerjaan : Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi

v #‘ 3 - y Lam WL T e s Pl e Ll ke

1 tht-uk pe.-serta vang m:mkukan '.‘-.cnmmnn.-"]-.,c:]a 'iamn -Dpcmsl (KSO) farmulir kualifikasi dLmnl:[atang.:m oleh pejabal yang
menurut perjanfian Kemitraan/Kera Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan /K80,

|:] KSO Tidak KSO

Memiliki ijin usaha sesuail dengan peraturan perundang- ; : : AKTE ST SE KEMEN
undangan, kecuali pezerta perorangar; Akl T | SRUTL RUR FENDIRIAN | DOMISIL | KUMHAM

- Dakumen Asli v o ¥ - o
- Dakumen fofocopy

- Diokumen Legalisir
3 |Perusahaan vang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiaton usahanyn bdak
sedang dihentikan dan/atau dircks: vang berlindak untuk dan atas nama perusahaan tdak sedang dalam menjalani sanksi pidana,

Surat Pernyataan Ada [] Tidak Ada

4 |Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam Daftar Hitam;
5 [Memiliki NFWF dan telah memenuht kewajiban perpajakan tahun pajak terakhic (SPT Tahunan); NFWP sPT
TAHLIMNAN
- Dekumen Ash ¥ f

- Dokumen fivooapy

- Dokumen Legalisi

& |Memiliki pengalaman Penyedinan barangjasa lzinnya pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjann dalam kurun wakeu
1 (zatu) tahun terakhir baik di lingkungan pemeriniah mavpun swasta, termasuk pengalaman subkontrak dan Penyediaon bara)
sekurang-kuringnva dalam kelompok/grup vang sama paling kerang 1 (mam) pekerjaan dalam kurun walkiu 3 (hze) tabun
terakhir batk di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman sulkontralk;

Nama Pekerjaan ¢ 1 Pekerjaan Belanja Permeliharan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kega-Bangunan Gedung
Kantor (Aula WAN Seri Beni Dompak)
2 Belanja Modal Mebel (Fembuatan Meja Fartisa Fin. HPL)

=}

Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan peralaian yang dibutubkan dalam proses penyvediaan
termasuk [ayanan purna jual (jika diperlukan};

5 |Kelengkapan Data Kualifikasi;

9 |Pemenuban Porsvaratan Kualifikas
HASIL EVALUAST (MS 7 TMS) Memenuhi Syarat / Tidak Memenuhi Syarat

FEMBUKTIAN KUALIFTKASI (CALON FEMENANG)

Berdasarkan Pembuktian kualifikasi vang dilakukan dengan cam melibat dokumen asli / dokumen yang sudah dilezalisiv oleh yoang
berwenang dan meminta salinannya; klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penevbit dokumen, Pejabat Pengadnan Barang/Jasa Biro
Femerintahan dan Otonomi Dacrah Setda Femerintah Frovinsi Kepri Tahun Anggaran 2024 menvatakan balwa terhadap dokumen
kualifikasi pesertn :

+ dokumen asli/dokumen yang sudah dilegalisir olch yang berwenang ; benar dan syah; I:I
= klanfikasi dan/atan verifikas kepada penerbit dokumen : benar dan syah. lII
Tanjungpinang, 9 Juli 2025
T,
FEIAEA.T FENGADAAN v GAT JAYA

BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SETDA
FEMERINTAH FROVINSI KEFULALTAN RIAL

MICHA
WIF. 19860403 201101 2 0049 Direlebur




KLARIFIKASI TEKNIS

FERER[AAN : Relanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konsiruks
LIOKAS ¢ Tanjungpinang
TAHUN ANGGARAN v 2025
HIS : RpB6 1571440
Klarifikasi Teknis
No Badar Usaha GUGUR /| atasan gugs
e Rkl Jadwal Waktu |  Spesifikasi Metode Volume yang | TIDAK GUGUR| oA stiaitd
Felaksanaan Tekis Pelaksanaan ditawarkan
1 2 3 4 5 5 7
1 | V. SEMANGAT JAYA ME M5 M5 S T.GUGLIR
Tarjungpinang, 9 Juli 2025
Fepabal adaan Barang/ lasa
Kelerangan Biro Pemgrintahan dan Otonomi Deerak
MSE MEMENUHI SYARAT Proving hppulawan Bigu Tahun Anggaran 2025

m_ﬁm}:ﬁm
Penain Tk, 1 (10/d)
WIT. 19860403 201101 2 009
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JL. MENUR NO. 100 B SUNGAI JANG

z CU SEMANGAT JAYA

TANJUNGPINANG - KEPRI

Kepada Yth.:
KARTIKA EKA PUTRI pada LPSE Provinsi Kepulavan Riau
di

Tempat.
Nomor: 10174933000/1/2025/7
Perihal: Penawaran Pekerjaan Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi

Sehubungan  dengan  pengumuman  Pengadaan  Langsung  dengan
Pascakualifikasi dan Dokumen Pemilihan nomor: 01/DOK . PL/PP PAKET 01-BIRO
PEM-OTDA/2025 tanggal 7 Juli 2025, dan setelah kami pelajari dengan seksama
Dokumen Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan (serta adendum
Dokumen Pemilihan), dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi sebesar Rp. 36.101.640.00 (liga
puluh enam juta seratus satu ribu enam ratus empat puluh Rupiah)

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan vang tercantum
dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku selama hari kalender sejak batas akhir pemasukan
dokumen penawaran.(9 Juli 2025 08:00)

Sesuai dengan persyaratan pada Dokumen Pemilihan, bersama ini Surat
Penawaran kami lampirkan:

Masa Berlaku Penawaran

Surat Penawaran

Spesifikasi teknis barang (karakteristik fisik, detail desain, toleransi,
material yang digunakan, persvaratan pemeliharaan, dan persvaratan
operasi), dilengkapi dengan contoh, brosur, dan gambar-gambar

4. Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah
terima pekerjaan

lad Pod —

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup
dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.
Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak
cukup tersedia dalam DIPA/DPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan Barang (Jasa
dapat dibatalkan dan kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun,

Tanjungpinghg, 0§ Juli 2025
CV.SEM AT JAYA

MICHA
Direktur
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RINCIAN ANGGARAN BIAYA (HAH)

Pelerjnan : Belanja Bahan-Balien Banganon Dan Konstroksi
Lalasi ¢ Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daeral Provinst Kepulanan Ring
Talun Anggaran 1 20758
HARGA SATUAN JUMELAH HARG A
il URAIAN FEKERJAAN SAT| VOL
Rp. T,
i) ] [ W 4 = fil xe)
] Fl!k Fl:mann,gn.n TTHITI.'I':‘N Dlﬂdlﬂg FL'H I‘IP'I.- 2 s Rp 1.350.000 | Rp 2915 600
3 FcL Fen.gmtan I‘srus.l G}'pmm M2 9300 Rp 63.000| Rp & A5G 0D
3 F‘:J-c Fmbum .-"Lngsu A.ngm LI'J;. F ’-'SDCM b ‘] ﬁDCM LINIT 1,040 Rp L. 7500040 | B 1. T50.000
JUMELAH] Hp JTSTAAMMY
PPN 11%{ Rp 25TV 640
TOTAL} Rp 306, 100 644
PEMBULATAN Ry 6, TR AMMD

Terbilang : Tiga Puluh Ensim Juts Seratus Satn Riba Rupiah,-

Temjungpinang, 09 Juli 20625

CV. SE

Drirelctu

NGAT JAYA




Formulir Isian Penilaian Kualifilasi

Pengadaan Barang/ |asa
Tahun Anggaran 2025

Vang bertanda tangan dibawah ini:

Nama - MICHA

Jabatan . Direlctur

Berundak untuk dan

atas Nama : (Y. SEMANGAT JAYA

Alamat : JI. Menur No. 100 B Tanjungpinang
Telepon/Fax . 0771 - 7335752 / 0BI12-1070-8052
E-Mail L s semangataya @ yahoo,com

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa :

I. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menanda-tangani kontrak berdasarkan Surat Akte Pendinan
Notaris DESNING  STYAWAT! SH No. 2 tanggal 2 Mei 2007, Perubahan Akte terakhir Notans MUSLIM SH
No. 19 tanggal 25 September 2024;

Saya bukan sebagai pegawai K/L/PD;

Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;

Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan. kepentingan dengan para pihak yang terkail,
langusng maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;

5. Badan wsaha yang saya wakili tidak masuk dalan Daftar Hitam, tidak sedang dalam pengawasan
pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;

Salah satu dan/ atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;
Data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut
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UR NO. 100 B SUNGAI JANG

TANJUNGPINANG - KEPRI

SURAT PERNYATAAN MINAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MICHA

|abatan - Direktur

Bertindak untuk dan

atas Nama : CV. SEMANGAT JAYA

flamat 2 JIl. Henur No. 100 B Tanjungpinang
Telepan/Fax (0771 = 7335752/ 0812-7070-8052
E-Hail : sLsemanpatgaya 0 yahoo.com

Heayatakan dengan sebenarnyz bahwa setelah mengetahui adanya Pekerjaan Belanja Bahan-Bahan Banguman dan Konstruksi maka dengan
ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti proses pengadaan paket pekerjaan :
" Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi ™ sampai selesai.

Demikian pernyatazn ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Tanjungpirguijg, 0%, Juli 2015
(s JAYA

HICHA
DIREKTUR




JL. MENUR NO. 100 B SUNGAI JANG
TANJUNGPINANG - KEPRI

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MASUK DALAM DAFTAR HITAM

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MICHA

Jabatan : Direktur

Bertindak untuk dan

atas Nama 2 (V. SEMANGAT JAYA

Alamat 2 JI. Henur Mo, 100 B Tanjungpinang
Telepon/Fax : 0711 — 7335752 / 0B11-7070-8052
E-Hail T Aparmangiijaya il yahoo,com

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa
Salah satu danfatau semwa pengurus dan badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar hitam di suatu instansi

Bilamana pernyataan kami di atas tdak benar kami siap dan sangpup tidak ditkutsertakan dalam pelaksanaan pekeraan Belanja Bahan-
Bahan Bangunan dan Konstruksi pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulavan Riau
Demiluan pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab,

Tanjungpinang, 09 fuli 1025
V. SEM

HICHA
DIREKTUR




JL. MENUR NO. 100 B SUNGAI
TANJUNGPINANG - KEPRI

e —— S —

e

SURAT PERNYATAAN
KEBENARAN DOKUMEN / DATA YANG DISAMPAIKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : HICHA

Jabatan : Direktur

Bertindak untuk dan

atas Nama : OV, SEMANGAT JaYA

Alzmat : JI. Menur No. 100 B Tanjungpinang
Telepon/Fax : 0771 = 7335752 / 08I12-7070-8052
E-Hail I SAnmaARgatayaf yahao,com

Henyatakan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan bemar, dan jika dikemudian hari ditemukan
bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pimpinan llaperas,
atay Kepala Cabang, dari seluruh anggota Nemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam,
gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
Undangan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.




¥ CU SEMANGAT

JL. MENUR NO. 100 B SUNGAI JANG
TANJUNGPINANG - KEPRI

SURAT PERNYATAAN
KEMAMPUAN PENANDATANGANAN KONTRAK

fang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MICHA

|abatan > Direktur

Bertindak untuk dan

atas Nama : OV, SEMANGAT JA¥a

Alamat » ). Henur No. 100 B Tanjungpinang
Telepon/Fax : 0771 — 7335752 / 0B12-7070-8052
E-Mail r AL Sermangatpaya (@ yahoo com

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :
Saya atas nama Perusahaan secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat Akta Perusahaan Perubahan
Terakhir HUSUIM, S.H. Nomor 19 Tanggal 25 September 2024.

Untwk melaksanakan Pekerjaan pekerjaan Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Komstruksi pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daeral
Sekretariat Daerah Provinu Mepulawan Riau Bilamana data yang kami sampaikan di atas fidak benar, saya siap dan sanggup dituntut di
muka pengadilan dan diproses sesuai hukum yang berlaky,

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawah.

Tanjungpinang) 0 |ifl 200%
V. SEHANG [

=
=




JL. MENUR NO. 100 B SUNGAI JANG
TANJUNGPINANG - KEPRI

SURAT PERNYATAAN
KEIKUTSERTAANNYA TIDAK MENIMBULKAN PERTENTANGAN KEPENTINGAN PIHAK TERKAIT, TIDAK DALAM
PENGAWASAN PENGADILAN, TIDAK PAILIT DAN KEGIATAN USAHANYA TIDAK SEDANG DIHENTIKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama = HICHA

Jabatan : Direktur

Bertindak untuk dan

atas Nama < CY. SEMANGAT JAYA

Alamat 2 JI. Henur No. 100 B Tanjungpinang
Telepon/Fax 20771 — 7335752 / 0B12-7070-8052
E-Mail : sLsemangatgaya @ yahoo.con

Henyatakan dengan sebenarnya bahwa -

Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya dalam keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang
terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan. Serta Direksi yang bertindalc
atas hama perusahaan atay peserta perorangan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.

Bilamana data yang kami sampaikan di atas tidak benar, saya siap dan sanggup dituntut &i muka pengadilan dan diproses sesuai hulum
yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Tanjungpinadg| 09 |ug 2025
(V. SEM A

IICHA
DIREKTUR




JL. MENUR NO. 100 B SUNGAI JANG
TANJUNGPINANG - KEPRI

SURAT PERNYATAAN
BUKAN SEBAGAI PEGAWAI K/L/PD

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MICHA

|abatan : Diraktur

Bertindak untuk dan

atas Nama : CV. SEHANGAT |AYA

Mamat » Jl. Menur No. 100 B Tanjungpinang
TeleponiFax : 0771 — 7335752 / 0&12-7070-8052
E-Hail : spsemangataya @ yahos.com

Dalam hal ini bertindak atas nama (V. SEMANGAT JAYA

Memyatakan bahwa saya bukan pegawai K/UPD dan saya bekerja penuh waktu untuk menangani pekerjazn

Pelerjaan  Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Komstruksi pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat
Daerah Provinsi Nepulavan Riau
Tahun anggaran : 1025

Demilaan surat ini dibuat dengan sebenamya dalam keadaan sadar dan tidak 2da unsur paksaan,

DIREKTUR




TANJUNGPINAI!E - KEPRI

JL. MENUR NO. 100 B SUNGAI JANG

——

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJALANI SANKSI PIDANA

Vang bertanda tangan di bawah ini -

Nama : MICHA

Jabatan : Diraktur

Bertindak untuk dan

atas Nama : CV. SEMANGAT JAYA

Alamat 2 JI. Henur No. 100 B Tanjungpinang
Telepan/Fax : 0771 — 7335752 / 0812-7070-8052
E-Mail F S)semangataya @i yahoo,com

Henyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana berdasarkan putwsan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan konduits

Bilamana pernyataan kami di atas tidak benar kami siap dituntut di muka pengadilan dan diproses sesuai hukum yang b

e

profesional 5ya,

erlalin dan

sanggup tidak diikutsertakan dalam pelaksanaan Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi pada Biro Pemerintahan dan Diomomi

Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau,

Demildan pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

DIREKTUR



JL. M

TANJUNGPINANG - KEPRI

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawzh ini :

Kama : HICHA

Jabatan : Direkuur

Bertindzk : V. SEMANGAT JAYA
unfuk

dan atas nama
dalam rangka pengadaan Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Nemstruksi dengan ini menyatzkan bahwa -
. Tidak akan melakukan praktel Korupsi, Kolusi dan Mepotisme (KKN);

1. Man melaporkan kepada APIP provinsi Kepulauan Riau yang bersanghutan dan/atau LKPP apabila mengetabui ada indilcas
KEN dalam proses pengadaan ini;

3. Mkan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbail sesuai
ketentuan perundang — uadangan;

4. Mpabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi admimistratil, menerime
sanlsi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana

jungpinang, 09 Juli 2025
SEMMNGAT JAYA

HICHA
Direkivr




